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Usaha kecil dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu 
menyerap lapangan kerja, memberikan penambahan pendapatan secara 
ekonomi kepada masyarakat untuk kesejahteraan dalam nmendorong 
pertumbuhan dan  meningkatkan perekonomian nasional. 
Namun permasalahannya daya saing  Usaha Kecil dan Menengah 
(UKM), khususnya bidang perdagangan garmen di Indonesia, masih 
relatif lemah dengan masuknya produk garmen impor ke dalam  negeri. 
Dalam menghadapi perdagangan bebas, maka perlu mekanisme atau 
yang dapat membantu pelaku UKM, salah satunya melalui perjanjian 
kerjasama antara UKM dengan mitra usaha agar dapat mengatasi  
permasalahan tersebut.
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vHUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
Kata Pengantar
Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam me-ningkatkan perekonomian nasional, Usaha Kecil danMenengah  (UKM) merupakan sektor yang yang mampumenyerap lapangan kerja, memberikan penambahan pen-dapatan secara ekonomi kepada masyarakat. Dalam industridan perdagangan garmen,  masuknya produk impor ke dalamnegeri yang lebih bagus kulitasnya dan berdaya saing tinggi,telah menerobos ke pasar Indonesia. Bahkan, industrigarmen Indonesia yang sebelumnya kokoh di pasarinternasional mulai kalah bersaing dan tak berdayamenghadapinya.  Hal tersebut tentu saja membutuhkanperhatian khusus dari pemerintah agar upaya peningkatankesejahteraan masyarakat Indonesia dapat tercapai bagi parapelaku usaha di sektor ini.Pasca mengalami krisis ekonomi yang berakibat padaketerpurukan berbagai sektor, termasuk UKM, para pelakukesulitan untuk bangkit dan tidak lagi dapat bersaing denganpara pelaku usaha yang mempunyai modal besar. Untuk ituperlu dikenalkan perjanjian kerja sama yang adil dan saling
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menguntungkan antara UKM dengan mitra usahanya (baikpemodal besar dan importir luar negeri). Harapannya, UKMdapat memajukan  dan mengembangkan usahanya menjadilebih baik lagi, dan sekaligus dapat meningkatkan kualitasproduknya sehingga berdaya saing tinggi dalam menghadapimasuknya produk impor ke dalam negeri.Buku ini merupakan hasil penelitian dari DisertasiProgram Studi Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Tahun2012. Penulis menyadari penelitian tersebut tidak terlepasdari bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak,serta di bawah bimbingan dan arahan Promotor, Prof. Dr.Djuhaendah Hasan, S.H., M.H,  Co. Promotor  Prof. Dr. HualaAdolf, S.H., M.H, Prof. An An Chandrawati, S.H., LL.M, danProf. Dr. Supraba Sekarwati, S.H., M.H.Mengingat masih terbatas dan langkanya buku yangmengupas tentang Usaha Kecil dan Menegah BidangGarmaen, maka dalam upaya memperkaya tema tersebut,penulis sengaja mengangkat menyoroti UKM bidang garmendari aspek hukum bisnis.Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagaipihak, khususnya dalam hal pengumpulan data dan informasidalam penulisan buku  ini. Para pejabat di Badan PembinaanHukum Nasional (BPHN),  Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia (Menkumham), Kantor KementerianPerdagangan, Kantor Kementerian  Perindustrian, KantorSMESCO Kementerian Usaha Kecil dan Menengah (UKM),
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dan berbagai pihak lainnya, baik yang terlibat langsungmaupun tidak langsung dalam pemberian informasi dalampenulisan buku yang membahas perlindungan hukum   UKMbidang garmen di Indonesia ini.Penulis juga sangat menyadari apabila buku ini jauh darikesempurnaan. Meskipun demikian, penulis mengharapkankiranya  buku ini dapat bermanfaat bagi dunia akademis,praktisi, dan pelaku usaha UKM (terutama bidang garmen).Semoga buku ini dapat dijadikan salah satu sarana pembe-lajaran khususnya bagi pelaku usaha bidang garmen.Penulis pun mengharapkan saran dan masukan daripara pembaca demi penyempurnaan penerbitan berikutnya.
Jakarta, 27  September 2019Penulis
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Bab 1
Perlindungan Hukum
Usaha Kecil dan Menengah
1 Soentandyo Winjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika
Sosial – Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Jakarta: PT  Raja
Grafindo Persada, 1994 hlm. 224.
1.1 Hukum Usaha Kecil dan MenengahNegara Indonesia, sebagaimana yang diamantakan da-lam Pembukaan UUD 1945, bertujuan menciptakan masya-rakat yang adil dan makmur yang harus diwujudkan melaluipembangunan nasional yaitu pemerintah Indonesiamelindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpahdarah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan untuk melaksanakanketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan sosial.Rumusan yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945tersebut merupakan landasan ideal segala kegiatan dalammenjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, baikbidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya; sedangkanUUD 1945 dijadikan landasan konstitusionalnya.1 UUD 1945
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2 Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung
Jawab Mutlak, Jakarta: Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, 2004, hlm. 7.
3 Soetandyo, Op.Cit., hlm. 209.
4 Erman Raja Gukguk, Peranan Hukum di Indonesia; Menjaga Persatuan Memulihkan
Ekonomi dan memperluas Kesejahteraan Sosial, disampaikan dalam rangka Dies
Natalis dan Peringatan Tahun Emas UI (1950 – 2000), Depok: UI, 2000, hlm. 3.
disamping sebagai konstitusi politik; dapat disebut jugasebagai Konstitusi Ekonomi yaitu konstitusi yang mengan-dung ide Negara Kesejahteraan yang tumbuh berkembangkarena pengaruh sosialisme.2 Wujud negara kesejahteraanini secara khusus tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945.Dalam hal menjaga ketertiban dunia sebagai bagian tidakterpisahkan dalam pergaulan kehidupan internasional,saling menghormati, dan menghargai setiap bangsa punditegaskan bangsa Indonesia. Namun, bagi bangsa Indonesia,semua itu jelas dituntut untuk bersikap realistis denganmempertimbangkan efek globalisasi yang berupa kenyataanbetapa berkuasanya per-adaban ekonomi budaya Barat yangberakar pada industrialisasi.3 Dan sebagai negara berkem-bang, Indonesia juga dituntut mampu mencapai tiga tahapansekaligus yakni unifikasi, industrialisasi, dan kesejahteraansosial  agar dapat dicapai dalam waktu yang sama.4Kesejahteraan tercapai apabila pemerintah memberikanperlindungan hukum pada usaha kecil dan menengah(UKM). Perlindungan terhadap pelaku usaha dan produkdalam negeri skala ini akan memberi keuntungan ekonomi,khususnya industri ekspor Indonesia. Sebab bagaimanapun
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5 Dalam menimbang  huruf (b), (c) dan (d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
Tentang UMKM yang menyatakan bahwa UKM perlu diberdayakan sebagai bagian
internal ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi
strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin
seimbang, berkembang, berkeadilan. Huruf (c) dan (d) menyatakan bahwa
pemberdayaan UKM, diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan
berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian
kesempatan berusaha, dengan perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-
luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UKM
dalam pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat,
penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta memperoleh jaminan
kepastian dan keadilan usaha, hlm. 1-2.
kehidupan dan perkembangan dunia perdagangan mem-butuhkan perhatian yang khusus,terlebih kepada UKM.5Perlindungan hukum dari pemerintah bagi UKM  dirasakansangat penting terutama dalam menjalankan usaha danperdagangannya. Indonesia sebagai negara berpendudukbesar berpotensi ikut meramaikan perdagangan pasardunia, khususnya di bidang ekspor dan impor produk yangmengandung nilai ekonomi demi kesejahteraan rakyat.Garmen —tekstil dan industri turunannya— merupakansalah satu produk Indonesia yang mempunyai pangsa pasarcukup besar di Eropa, Amerika, dan Asia. Komoditas garmenini yang mampu menghasilkan banyak devisa serta memilikidaya saing yang baik di pasar nasional maupun internasional.Ketika terjadinya krisis ekonomi secara global di tahun1997-1998, Indonesia juga mengalami krisis finansial yangdampaknya juga sangat dirasakan para pelaku usaha  kecildan menengah. Mereka banyak yang mengalami kebang-krutan karena pinjaman bunga bank yang dirasakan sangattinggi, sehingga mereka tidak dapat memproduksi kembali
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produk usahanya. Situasi itu diperparah dengan banyaknyaproduk impor dari negara lain yang mampu memproduksilebih cepat serta murah, sehingga produk dalam negerisendiri malah bersaing dengan produk impor. Di sisi lain,pasar Indonesia yang sudah ada di luar negeri juga mulaitersaingi di sejumlah negara.Kenyataan banyaknya berbagai produk garmen buatanluar negeri yang ditemukan di pasar lokal kita yang sekilasseperti buatan Indonesia, berujung pada beralihnya masya-rakat kita menjadi konsumen produk impor. Alasannya,masuk akal, kualitas sama bagus dengan daya kreasi yangberagam, namun harganya amat terjangkau.Indonesia seringkali mengalami ketidaksiapan mana-kala memasuki era perdagangan bebas. Kalangan peng-usaha garmen mengeluhkan banjirnya produk luar negeriyang masuk ke pasar domestik karena produk impor begitumudahnya masuk sehingga mengancam produk dalam negerisendiri, dan menimbulkan persaingan perdagangan garmenterhadap produk garmen impor.  Untuk itu diperlukan politikperdagangan yang juga harus kuat dalam membela kepen-tingan industri nasional di pasar domestik.Sementara itu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor56 tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu,dijelaskan bahwa impor produk tertentu yaitu “makanan danminuman, alas kaki, pakaian jadi, mainan anak, dan elek-tronika hanya dapat dilakukan oleh importir terdaftar produk
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6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56 tahun 2008 tentang ketentuan impor
produk tertentu, Jakarta; Kemendag, 2010.
tertentu melalui lima pelabuhan laut tertentu dan seluruhpelabuhan udara internasional.”6 Kelima pelabuhan yangjelas ditentukan adalah pelabuhan Makasar (Sulawesi Selatan),Tanjung Priuk (Jakarta),  Tanjung Perak  (Surabaya, JawaTimur), Tanjung Mas (Semarang, Jawa Tengah), dan Belawan(Sumatera Utara).Meski ada landasan hukum tersebut, pemerintah tetapkesulitan membendung masuknya garmen impor ke Indo-nesia karena lemahnya pengawasan di lapangan, dianataranya terjadi karena belum terkoordinasi denganbaik antara Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan.Masing-masing punya peraturan sendiri sehingga koor-dinasi antar lembaga tersebut masih lemah.Dampak dari produk garmen impor yang paling sangatdirasakan para usaha kecil dan menengah, yang artinyasemakin mengganggu kinerja industri garmen di dalamnegeri, karena garmen impor dijual dengan harga sangatmurah. Akibatnya, hal itu akan mematikan industri garmenlokal dan menandakan bahwa semakin banyaknya pelakuUKM yang beralih sebagai importir.Salah satu pangkal mudahnya produk garmen impormasuk ke Indonesia karena pajak bea masuk yang sangatkecil, bahkan sampai nol persen.  Hal itu mengakibatkan tidaksaja kerugian yang besar bagi pelaku usaha tetapi juga
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berkurangnya atau —bahkan— tidak ada devisa bagi negara.Tentu hal ini dapat menghambat perkembangan ekonomi danpembangunan ekonomi yang terkait dengan perdaganganbebas. Maka amat wajar, pelaku industri ini mengharapkanpemerintah peka terhadap UKM dalam negeri, khususnyadalam mengeluarkan kebijakan yang berpihak terhadapmereka.Salah satu kendala dalam  melaksanakan pembangunanekonomi yang terkait dengan perdagangan garmen adalahfaktor lemahnya daya saing  UKM, terutama pelaku usahadalam menghadapi masuknya produk impor ke dalamnegeri. Maka perlu upaya yang keras dan terus-menerusyang menjadikan UKM sebagai usaha yang tangguh,bahkan komoditi yang dihasilkannya dapat berpeluangmasuk di pasar dalam maupun luar negeri.Sumber daya manusia (tenaga ahli) juga merupakanfaktor kendala yang perlu dipikirkan agar dapat bersaingdengan produk impor dengan diberikan pelatihan-pelatihan khusus oleh pemerintah atau bisa sajabekerjasama dengan mitra pelaku usaha dalam negeri,dengan mengikuti, mem-pelajari secara jeli dengan semuaaspek strategisnya terhadap semua aspek globalnya yangbaik untuk menunjang ataupun menghambat bagipencapaian tujuan pembangunan perekonomiannasional, sedangkan Usaha Kecil dan Menengah jugamempunyai kelemahan yang biasanya terjadi padapengelolaan administrasi dan manajemen yang belum tertata
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7 Muchtar A.F., Panduan Praktis Strategi Memenangkan Persaingan Usaha Dengan
Menyusun Bisnis Plan, Jakarta: PT  Elex Media Komputindo Kompas Gramedia,
2010, hlm. 5.
8 Oskar Raja, Ferdy Jala, Vincent D’rol, Kiat Sukses Mendirikan dan Mengelola UMKM,
Jakarta: L Press, 2010, hlm.10.
9 Ibid.
dengan baik sehingga muncul berbagai mitos yang tidakmenguntungkan.7Faktor yang paling menonjol adalah faktor permodalanmeskipun permodalan bukan merupakan satu-satunyafaktor yang paling menentukan pertumbuhan usaha kecildan menengah.8 Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik(BPS), UKM memiliki beberapa kelemahan dan per-masalahan mendasar9, yaitu:a. Kurangnya permodalan;b. Kesulitan dalam pemasaran;c. Persaingan usaha yang ketat;d. Kesulitan bahan baku;e. Kurang tekhnis produksi dan keahlian;f. Kurangnya keterampilan manajerial serta rendahnyamutu SDM, dang. Kurangnya pengetahuan dalam masalah manajemen,termasuk dalam keuangan dan akutansi.Selain itu, kekurangan permodalan usaha merupakanfaktor kendala yang perlu dipertimbangkan dan dicarikanjalan keluarnya oleh pemerintah. Selain masalahdi atas,kenyataan-kenyataan global juga dapat dijadikan sebagaibahan telaah. Globalisasi ekonomi  telah menyentuh
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10 Tim Pakar, Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia, Cetakan Pertama,
Jakarta: PT  ERESCO 2007, hlm. 12.
11 Oskar, Ferdy Jala, Mendirikan dan Mengelola UMKM, Jakarta: L Pres. 2010,
hlm. 127
12 Zuhal, Knowledge and Inovation, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010,
hlm. 83.
masyarakat, maka agar mampu tampil menjadi negara yangmaju dalam industri yang mampu bersaing harus memiliki(1) kemampuan manajerial yang baik, (2) mekanisme per-modalan yang menunjang; dan (3) penguasaan atas ilmupengetahuan dan teknologi.10Pelaku UKM harus berupaya memiliki ketiga faktortersebut. Kemampuan manajerial yang berkualitas sebagaiunggulan daya saing tidaklah cukup kalau tidak ditunjangdengan permodalan dari lembaga keuangan pemerintahmaupun swasta. Modal ini sebagai modal kerja yang nantinyaakan digunakan untuk membeli atau membuat produk yangdiperdagangkanan.11 Hal lain adalah pengembangaan UKMyang berbasis teknologi akan berperan penting dalam men-dorong menghasilkan pelbagai produk dan pelayanan baru.Bantuan teknologi akan mempercepat inovasi produksimenjadi produk-produk baru yang yang diminati kon-sumen.12Di era pasar bebas ini, kompetisi demikian ketat. Dalamberkompetisi, menghendaki adanya kesiapan perusahaanagar unggul dan mampu bersaing secara sehat. Hal itumemerlukan SDM dan basis teknologi sebagai kekuatannya,terlebih dalam persaingan dengan produk impor yang
9PERLINDUNGAN HUKUM UKM DALAM PERDAGANGAN GARMEN
13 Ina Primiana, Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri, Bandung: Penerbit
Alfabeta, 2009, hlm. 6.
berdaya saing tinggi. Pelaku UKM pun  dituntut mengubahpola pikirnya agar dapat meningkatkan kreatifitas, inovatif,mandiri, dan proaktif dalam berusaha.13Di tengah perdagangan garmen di pasar domestik yangmakin ketat, ditambah dengan serbuam produk impor,dikhawatirkan terjadi persaingan usaha antar produksejenis. Untuk itu, dibutuhkan perangkat hukum untukmenunjang kegiatan usaha yang sehat antar pelaku usaha.Bagi pelaku UKM  agar mampu bersaing di pasar bebas,peran pemerintah sangat penting dalam mengoreksi danmengawasi ketidaksempurnaan pasar melalui regulasi(peraturan undang-undang) yang  efektif dan transparanserta tidak merugikan.Berkaca dari krisis ekonomi yang berdampak padaUKM  berupa turunnya nilai tukar rupiah, pengangguranmeningkat tajam, dan tingginya suku bunga sehingga  tidakmampu lagi memproduksi hasil produksinya, makaketerlibatan pemerintah menjadi penting untuk memfasilitasipelaku usaha Indonesia agar tetap survival demimembangun perekonomian nasional.Indonesia dengan jumlah penduduk yang melimpahmerupakan tujuan ekspor yang menjanjikan bagi negara lain,sementara pemerintah lambat melakukan antisipasi, misal-nya dalam memberlakukan kebijakan terhadap importir
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dalam hal bea masuk yang diberlakukan sangat rendah.Dengan peluang yang begitu terbuka di era perdaganganbebas, perlu adanya sikap yang positif dari pemerintah untukmemberikan jaminan perlindungan hukum bagi produk-produk UKM. Tentunya dengan persiapan yang matang danperlakuan yang sama dengan eksportir dalam negeri jikaingin memperbolehkan masuknya produk impor ke dalamnegeri.Kehadiran produk impor ini telah menimbulkan ketidak-nyamanan, bahkan dapat mengancam industri dan produkdalam negeri sendiri,14 khususnya bagi pelaku UKM bidangproduksi dan perdagangan garmen. Apalagi dengan adanyaberbagai persyaratan yang diberlakukan terhadap UKM telahmenjadi salah satu kendala dalam mengembangkan usaha,belum lagi masalah permodalan dan penguasaan iptek.Untuk memperkuat UKM, pemerintah telah meren-canakan program yang dimuat dalam Rencana Pem-bangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005sampai dengan tahun 2025, yaitu “Melakukan restrukturisasikredit, memperkuat struktur permodalan, menyalurkanpeminjaman kredit yang berjangka waktu relatif pendek,sehingga kondisi yang stabil memberikan kesempatankepada dunia usaha. Juga rendahnya produktifitas SDM, sertarendahnya penguasaan dan penerapan teknologi di dalam
14 Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2007, hlm. 19.
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15 Undang – Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJPN) Tahun 2005 – 2025, pada Bab II Kondisi Umum, Ekonomi dan
IPTEK, Jakarta; CV Novindo nasional  Pustaka Mandiri, 2007, hlm. 28.
16 Maulana Ibrahim, Mendorong Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia Masa
Depan Makalah Pada Debat Ekonomi ESEI, Jakarta Convention Centre, 2004, hlm.8
proses produksi, sehingga mengganggu kinerja dan keta-hanan perkonomian nasional.”15Selain iklim yang kondusif dan infrastruktur yangmemadai serta dukungan kebijakan yang berpihak bagi UKMakan turut mengurangi tingkat penganguran sertamemenuhi kebutuhan dalam negeri, maka pemerintah perlumemberikan bantuan permodalan untuk pengembanganusaha.16 Juga pelatihan-pelatihan dalam penggunaan mesin-mesin berteknologi tinggi, sehingga produk yang dihasilkanbenar-benar berkualitas.Untuk meningkatkan daya saing produk garmen harusdilakukan secara serentak dan kolektif tidak hanya dalamproses produksi yang terintegrasi tapi mulai dari hulu sampaihilir, akan tetapi daya dukung yang kompetitif untukmendukung seluruh proses kegiatan secara bersamaan yaitumulai dari proses produksi sampai dengan prosespendistribusian, termasuk evaluasi dari proses kegiatantersebut dalam satu mata rantai yang melibatkan sarana danprasarana pendukung untuk perizinan proses kegiatantersebut, seperti pengadaan komponen dan material,pengurusan perizinan dan legalisasi, pelabuhan dantransportasi dan sebagainya itu dapat memberikankontribusi terhadap terciptanya daya saing produk yang
12 WIWIK SRI WIDIARTY
17 Kamboja:(http://www.lingkup.com/internasional/11548 pekerja garmen kamboja
acman mogok seminggu.html, diakses, 17/05/2019.
18 Yuswar Jainul Basri dan Mahendro Nugroho, Ekonomi Kerakyatan UMKM (Dinamika
dan Pengembangan) Jakarta: Universitas Trisakti, 2009, hlm. 58.
kompetitif dengan prinsip saling berhubungan salingmemiliki persamaan dan saling menguntungkan. Namunpeluang untuk bersaing tentu tidak datang begitu saja. Pelakuusaha garmen Indonesia perlu lebih mempertajam seg-mentasi pasar, memperkokoh dukungan suplai bahan baku,serta mempertajam informasi tentang selera pasar.Indonesia sebenarnya bisa menjadi pesaing negara-negara lain di Asia. Garmen pun dapat menjadi salah satusumber pendapatan terbesar ketiga setelah pertanian danpariwisata (turisme).17 Agar industri usaha bergairah kembalimaka pemerintah perlu memberikan perhatian khusus bagiUKM dalam menentukan kebijakan mengingat sektor inimerupakan kekuatan ekonomi nasional dan motor peng-gerak pembangunan perekonomian.Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagipelaku usaha guna mengembangkan usahanya, khususnyapada UKM dalam perdagangan garmen sebagai sektor ung-gulan, bagi pertumbuhan perekonomian nasional makapemerintah mengeluarkan peraturan (regulasi) untukmembangun dan memberdayakan Usaha Kecil danMenengah agar lebih mandiri dan kuat.18 Namun disisi lainmasih adanya keluhan-keluhan Usaha Kecil dan Menengahyang menjadi perhatian banyak orang yang disebabkan dari
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19  Ibid
20 Disperindag Jabar, Makalah Prospek Bisnis Garmen Dan Fashion Jabar:
disperindag, 2002, hlm.8.
21 Ibid.
peraturan yang dikeluarkan menjadi memberatkan paraUKM yang berakibatnya kurang berkembang dengan baik.19Kita masih mendengar banyaknya keluhan dari pelakuUKM bidang garmen yang terkendala tekhnologi atauperalatan yang sudah usang sehingga menyebabkankapasitas produksi rendah dan kekurangan tenaga terampildi manufaktur maupun garmen, khususnya di bidang rajutan(knitting) menenun (wearing) penghalusan akhir (finishing)serta pemasaran (marketing) juga dinilai masih kurangmengikuti trend desain serta minim inovasi dan kreativitas.20Disamping keluhan-keluhan ada beberapa persoalanmendasar dalam mengembangkan usaha bidang garmenyaitu:21• Pertama, kurangnya political will dari pemerintah untukmenciptakan iklim usaha yang kondusif, karena tekanankrisis ekonomi.• Kedua, ketinggalan teknologi karena kondisi mesin-mesin yang digunakan berproduksi umurnya sudah tua.Sementara itu untuk melakukan restrukturisasi  mesindibutuhkan modal besar sedangkan suku bunga yangberlaku saat ini masih tinggi.• Ketiga, pelaku usaha juga masih mengandalkan sistemorder dan subkontrol dalam menjalankan bisnis dan
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22 Ibid.
23 UU RI Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
kurang mengembangkan produk sendiri melalui divisipenelitian dan pengembangan,• Keempat, kurangnya SDM yang terampil dan kompetendi bidang industri garmen. Sehingga berpengaruhterhadap kualitas yang dihasilkan untuk menembuspasar ekspor, serta belum terjadinya kerjasama secaraintensif antara lembaga-lembaga  pendidikan danindustri garmen serta pihak-pihak terkait dalammenopang kinerja industri garmen.22Untuk itu, pemerintah dalam melindungi UKM untukmenghadapi pasar bebas harus didasari pada upaya yangkeras dan terus menerus menjadikan kelompok ini sebagaiusaha yang tangguh. Ujungnya, komoditi yang dihasilkannyaakan berpeluang untuk dapat secara aktif diperdagangkandi pasar domestik yang kompetitif.Adapun sedangkan bentuk perlindungan hukum padaUKM berupa Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 TentangUsaha Mikro Kecil dan Menengah yang bertujuan menum-buhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangkamembangun perekonomian nasional yang berdasarkanekonomi yang berkeadilan.23 Hanya saja, apa yang tertuangdi UU tersebut belum sepenuhnya dijalankan olehpemerintah.
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24 API, Meminta Pemerintah Meningkatkan Perlindungan Pasar Garmen, Jakarta:
Jurnal UKM, 2010, hlm. 8.
Menurut Ernovian G. Ismy, Direktur eksekutif AsosiasiPertekstilan Indonesia (API), meminta kepada pemerintahagar meningkatkan perlindungan pasar garmen dalamnegeri karena kebanyakan dari para pelaku industri garmenberasal dari industri kecil dan menengah.24 Selanjutnyabentuk perlindungan terhadap pasar garmen dalam negeridilakukan dengan cara memperketat prosedur imporgarmen sehingga produk dalam negeri bisa bersaing.Dalam upaya melindungi UKM pemerintah telahmenyusun serangkaian peraturan perundang-undanganyang memberikan penjaminan kredit bagi UKM. Tujuannya,memacu pertumbuhan sektor riil yang berdampakterbukanya penyediaan lapangan kerja, mengurangipengangguran, dan kemiskinan. Nasroen Yasabari, DirekturPenjaminan Kredit Perum Sarana Pembangunan Usaha,menyatakan bahwa para pengambil keputusan di Indonesiadapat mengadopsi praktek penjamin kredit di negara lainguna memacu program pengentasan kemiskinan danpengangguran. Penjaminan kredit ini juga diatur didalamUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha MikroKecil dan Menengah sehingga pinjaman untuk permodalanbagi UKM dapat mendorong penyerapan tenaga kerja,sekaligus pelaku usaha dipacu untuk berkreativitas mencaripeluang pasar. Pemerintah pun bertugas mengakselarasikan
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25 Lihat UU Nomor. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang
berbunyi penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman UMKM oleh lembaga
kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh
pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
26 Muchtar AF, Op. Cit., hlm. 7
27 Ibid.
28 Lall, Sanjoy and John Weiss, Industrial Competetiveness the Challage for Pakistan,
Pakistan: ADB Institute Policy, 2003, hlm.4.
peningkatan daya saing sektor usaha untuk memperbaikiakses bahan baku dan akses modal, perlu mendapatperhatian pemerintah.25Pemerintah sangat berkepentingan dalam membinakeberhasilan para pelaku usaha. Namun demikian, potensipertumbuhan sebagai acuan skala makro jangka panjangbisa di capai jika diimbangi dengan kesanggupan pemerintahdalam upaya membuka iklim usaha yang kondusif.26 Peme-rintah harus segera mengambil kebijakan yang cepat dantepat agar memperkuat daya saing guna menaikkan posisitawar produk lokal ketika rezim pasar bebas semakinmenguat dengan terealisasinya perdagangan bebas ASEANyang tidak bisa terelakan.27Perlu dipikirkan langkah-langkah komprehensif untukmeningkatkan daya saing UKM dalam perdagangan garmenatau manufaktur Indonesia, sehingga pelaku usaha perlu me-nentukan strategi untuk menurunkan biaya produksi, mem-perbaiki mutu barang dan mencari jaringan pemasaran,tetapi jika terdapat kegagalan pasar dibeberapa bidangtertentu, maka dukungan pemerintah bagi pelaku usaha jugapenting dalam proses untuk mencapai daya saing.28
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29 World bank, Indonesia_industrial technology development for a competitive edge,
report No.15451_Ind, Washington: DC, 1996, hlm.1.
Selain untuk meningkatkan daya saing industri garmen,ada beberapa prasyarat pokok (basic conditions) maupunprasyarat pendukung (enabling conditions) dari kebijakanpemerintah dapat dan perlu memegang  peranan penting.Prasyarat pokok untuk mendorong  pengembangan kemam-puan teknologi industri adalah:291) Stabilitas makro ekonomi;2) Kebijakan ekonomi yang mendorong persaingan (pre-
competition policies);3) Pengembangan sumber daya manusia (SDM).Selain prasyarat tersebut, perlu dipenuhi  beberapaprasyarat pendukung (enambling conditions) yaitukebijaksanaan pemerintah yang menggunakan:1) Mempermudah akses ke teknologi tinggi.2) Ketersediaan dari akses ke dana untuk membiayaipengembangan teknologi3) Penyediaan jasa-jasa pendukung teknologi (technology
support services)Kebijakan pemerintah merupakan faktor pokok yangakan menentukan stabilitas makro ekonomi dan lingkunganpasar yang kompetitif.  Tentu saja, semua itu diperkuat jugaoleh dukungan SDM yang terampil, akses ke teknologi tinggidan jasa-jasa pendukung teknologi yang akan membantumemperbaiki dunia usaha UKM.  Kebijakan pemerintah
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dalam sektor finansial juga dapat menentukan untukmembiayai industri Hanya saja, peran serta pemerintah yang penting untukmeningkatkan daya saing UKM Indonesia ada kecen-derungan melemah. Dalam mengatasinya, KementerianPerdagangan RI menjelaskan ada beberapa hal pokok yangperlu dilakukan dalam upaya meningkatkan daya saingIndonesia yang dijabarkan dalam empat misi yaitu:301) Meningkatkan kelancaran distribusi, penggunaanproduk dalam negeri, perlindungan konsumen danpengamanan perdagangan2) Memaksimalkan keuntungan daya saing bangsaIndonesia dalam persaingan global3) Mewujudkan pelayanan publik dan good governance4) Meningkatkan peran pemerintah dan pengembanganserta proses konsultasi publik dalam pengambilankeputusan di sektor perdagangan.Untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri,upaya yang dilakukan oleh Kementerian Perdaganganmelalui kebijakan antara lain memangkas ekonomi biayatinggi yang tidak perlu, memperlancar arus barang dan jasa,serta meningkatkan daya saing komoditi ekspor.31 Imple-mentasinya dengan menyederhanakan prosedur perizinan,
30 Kadin, Daya Saing Indonesia Melemah, Jakarta: Jurnal Kadin, 2010, hlm. 2.
31 Ibid.
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mengurangi hambatan distribusi, transportasi kebijakan danmemfasilitasi infrastruktur perdagangan dalam negeri.32 Olehkarena itu untuk memulihkan kekuatan dan kinerjaperdagangan nasional, pemerintah sebagai fasilitator yangintensif kepada para pelaku UKM dengan mengadakan dialoguntuk  mencapai efisiensi dan meningkatkan daya saingUKM agar dapat ditingkatkan, pengembangan kemampuanteknologi dan manajerial, serta langkah-langkah lain yangdapat diambil pemerintah dengan kerjasama dan konsultasidengan pihak swasta lainnya untuk meningkatkankemampuan UKM.Hal itu perlu dilakukan mengingat sektor UKM produkgarmen di perkirakan paling rentan. Menurut ketua AsosiasiPertekstilan Indonesia (API), UKM yang kebanyakan ber-orientasi hanya ke pasar dalam negeri diperkirakan tidakakan dapat bertahan, bersaing dengan produk impor darinegara Asia lainnya.33Dari anggota UKM yang mencapai 2.700 perusahaan,300 perusahaan di antaranya adalah pengusaha garmenberskala kecil dan menengah. Jumlah ini diperkirakan akanmengalami tutup usaha dan termasuk sektor usaha yangtergilas dampak masuknya produk impor tersebut.34 Untukekspor garmen telah mengalami penurunan sejak 2009 danbaru mencapai USD 7,8 miliar. Penurunan ekspor terutama
32 Ibid.
33 Ibid.
34 Ibid.
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ke Eropa dan Asia mengalami penurunan drastis, hal itu jugadisebabkan oleh turunnya permintaan pasar ekspor dunia.35Keluhan tersebut diungkapkan para pengusaha garmen diPulo Gadung Jakarta. Salah seorang pelaku usaha ini,Wahyuni misalnya, mengatakan bahwa ekspor garmenPulogadung kini anjlok hingga 70 persen ke negara non-kuota, padahal 60 persen ekspor garmen ke negara non-kuota. Pelaku UKM garmen tidak mampu bersaing denganproduk impor, terutama barang-barang yang masuk dariluar negeri, karena harga barang impor yang lebih murah.36Ekspor garmen mulai terasa bergairah dan mengalamikenaikan di tahun 2016-2019.37 Kenaikan itu juga belumbenar-benar signifikan .Sebaiknya ,dalam mengatasi hal ini, perlu diupayakanpemberdayaan UKM berupa fasilitasi terselenggaranyalingkungan usaha yang efisien, sehat dan berdaya saingmelalui jaringan perjanjian kemitraan usaha dengan mitrausaha besar, agar usahanya dapat berkembang dengan baik.Beberapa permasalahan yang  terdapat pada UKM me-mang dicarikan jalan keluar, misalnya adanya beberapaperaturan perundang-undangan yang menjadi landasanhukum yang  mengatur perjanjian kerjasama UKM dengan
35 Ibid.
36 UKM Garmen, PT  Busana Pulo Gadung, Jakarta: Pulo Gadung, 2019.
37 Demis Rizky Gosta, Dampak Kenaikan Ekspor Garmen Baru November,hlm.1,
dalam https:// ekonomi. Industri.com, diakses 15 Agustus 2015.
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mitra usahanya agar memberikan keuntungan yangmemadai bagi UKM.38  Permasalahan lain yaitu kebijakanlembaga peminjaman permodalan sebagai instrumen kebi-jakan uang tetap, baik ditujukan untuk menahan inflasimaupun untuk menahan kurs valuta asing agar tidak naikterus.39 Selain itu masih banyak terlihat proses birokrasi yangberbelit-belit baik di pusat maupun di daerah.40 Waktu danenergi para pelaku usaha hilang percuma hanya untukmelayani birokrasi yang tidak efisien ini.
1.2 Beberapa Pemikiran dalam Upaya Mewujudkan
Kesejahteraan UKMUsaha kecil dan menengah adalah merupakan kegiatanusaha yang mampu menyerap lapangan kerja, memberikanpenambahan pendapatan secara ekonomi kepada masya-rakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam mening-katkan perekonomian nasional, agar terjaminnya kepastiandunia berusaha dan adanya kepastian hukum, maka salahsatu tugas pemerintah memberikan perlindungan hukumbagi UKM guna memfasilitasi pemberdayaan  mereka di eraperdagangan bebas yang semakin kompetitif ini; sekaligusuntuk meningkatkan standar dan  kualitas kehidupan  manu-
38 Pasal 25, UU No. 20 tahun 2008 Tentang UMKM, Pasal 25.
39 Suparmoko, Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, Edisi
Pertama, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002, hlm. 196.
40 Didik J. Rachbini, Ekonomi Politik, Kebijakan dan Strategi Pembangunan, Jakarta:
Granit, 2004, hlm. 111.
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sia sebagai sebuah proses dalam kondisi mewujudkankesejahteraan rakyat.
a. Negara Kesejahteraan Dalam teori Negara Kesejahteraan (welfare state),Negara dituntut untuk mewujudkan kesejahteraan umum.41Negara dipandang sebagai alat belaka yang dibentuk manusiauntuk mencapai tujuan bersama, kemakmuran, keadilansosial bagi seluruh rakyat negara bersangkutan.42Sehubungan dengan konsep Negara Kesejahteraansebagaimana disebutkan dalam penjelasan UUD 1945, yaitunegara Indonesia berdasarkan atas hukum, dan tidakberdasarkan kekuasaan belaka, bahwa jelaslah Indonesiaadalah suatu negara hukum yang bertujuan untukmewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatumasyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.43 Salahsatu perwujudan negara kesejahteraan ini tercermin dalamPasal 33 ayat (1), (2) dan (4) UUD 1945 setelahAmandemen.44 Konsep ini merupakan landasan filosofiyuridis yang berorientasi pada prinsip keadilan, kedaulatanrakyat, dan demokrasi dengan tetap mengutamakanpersatuan dan kesatuan bangsa.
41 Undang-Undang Dasar 1945, Perwujudan dari Pasal 33, Jakarta, Mahkamah
Konstitusi Press, 2007, hlm. 2.
42 Ibid.
43 Ibid.
44 Ibid.
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Implementasi suatu negara kesejahteraan karena UUD1945, bahwa perekonomian disusun berdasarkan keke-luargaan diharapkan tercipta keseimbangan kegiatan usahabesar, menengah dan kecil dalam kemitraan usaha garmen,sehingga semua pihak dapat bersaing secara kekeluargaan,saling membina agar bersama–sama dapat maju dalammengembangkan perekonomian Nasional yang efisien.45Di dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat (2) dan (4) menya-takan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagiNegara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasaioleh Negara dan perekonomian Nasional diselenggarakanberdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsipkebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan ber-wawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjagakeseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional.46Artinya negara dan kekuatan kolektif rakyat diatur agarberperan penting mengendalikan perekonomian sebagaiantitesis terhadap paham liberalisme dan kapitalisme yangmenyerahkan sepenuhnya dinamika perekonomian kepadamekanisme pasar.47 Bersamaan dengan itu, peran rakyatdalam politik diupayakan agar berkembang ke arah cita–cita
45 Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat
Pada Tanah Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal,Bandung:Citra
Aditya, 1996,hlm.12.
46 Lihat Undang – Undang Dasar 1945.
47 Jimly Asshiddiqie, Undang – Undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan
dan Realitas Masa Depan, Jakarta: Universitas Indonesia, 1998, hlm. 7.
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demokrasi yang mampu mengendalikan dan mengawasijalannya pemerintahan.48Menurut Muhammad Hatta, Wakil Presiden RI pertamadan salah satu proklamator, Indonesia harus menjalankan“Ekonomi Terpimpin” bukan sosial lagi.49 Masalah ekonomiterpimpin bukan merupakan cita-cita lagi. Tinggal pelak-sanaannya yang menjadi kewajiban sosial dan moral.50Namun dalam pelaksanaannya ternyata tidak mudahmenerapkan ide negara kesejahteraan ini.51 Perlahan – lahanmulai direformasi sesuai dengan tuntutan masyarakatkhususnya dibidang ekonomi, politik dan hukum, khusus dibidang hukum UUD 1945 mengalami amandemen sebanyakempat kali, namun ide Negara Kesejahteraan ini, konsep daripara tokoh dan ilmuwan Indonesia.Dapat dikatakan bahwa kesejahteraan adalah perasaanhidup yang setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan rakyatmerasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa bahagia, tidakkurang sesuatu apapun dalam batas – batas yang mungkindicapainya, jiwanya tenteram lahir dan bathin. Rakyatmerasakan adanya keadilan dalam hidupnya. Kebutuhandasarnya dapat terpenuhi, rakyat terlepas dari bahayaancaman kemiskinan.52
48 Ibid
49 Djoko Dwiyanto, Ignas G Saksono, Ekonomi (sosialis) Pancasila vs Kapitalisme,
Nilai-Nilai Tradisional dan Nontradisional dalam Pancasila, Yogyakarta: Penerbit
Keluarga Besar Marhaenis DIY, 2011, hlm.150.
50 Ibid., hlm. 151
51 Jimly Asshiddiqie, op.cit., 1998, hlm. 8.
52 Djoko Dwiyanto, Ignas G. Saksono, Loc. Cit.,hlm.151
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Landasan ini diperkuat dalam Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019yang menyatakan, pembangunan dibidang ekonomiditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dantantangan dengan tujuan akhir adalah meningkatkankesejahteraan rakyat. Tercapainya peningkatan kesejah-teraan rakyat memerlukan terciptanya kondisi–kondisidasar yaitu pertumbuhan ekonomi yang kokoh danpembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.53Usaha Kecil dan Menengah  perlu diberdayakan sebagaibagian internal ekonomi rakyat yang mempunyaikedudukan peran dan potensi strategis untuk mewujudkanstruktur perekonomian Nasional yang makin seimbang,berkembang dan berkeadilan.54 Berkembangnya lingkunganperekonomian yang semakin dinamis dan global, maka perluadanya perlindungan hukum dari pemerintah bagi UsahaKecil dan Menengah untuk menjamin kepastian dan keadilanusaha di dalam Negeri.
b.  Keadilan dalam Perjanjian Perdagangan GarmenKeadilan sosial (social justice) menurut Mubyarto adalahkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitumasyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.55
53 Peraturan Presiden Nomor. 2 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN), Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional, 2014, hlm. 1.
54 UU Nomor. 20 tahun 2008
55 Mubyarto, Ekonomi Pancasila, Gagasan Dan Kemungkinan,Catatan Ketiga, Jakarta:
Penerbit LP3S, 1993, hlm.206.
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Yang dimaksudkan sebagai masyarakat yang mengandungsifat – sifat keadilan dan kemakmuran yang lengkap yangmencakup keadilan hukum, ekonomi, politik, sosial budayadan moral yang semuanya berkaitan erat.56Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, banyakmengandung unsur normatif yang mengatur tingkah lakudan perbuatan manusia yang tidak selalu terkait dengansanksi – sanksi sosial yang jelas. Faktor–faktor demikian yangterkandung dalam Pancasila ideologi Bangsa. masyarakatbangsa Indonesia yang akan mewujudkan adalahmasyarakat yang makmur dalam keadilan dan adil dalamkemakmuran.57Persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga NegaraIndonesia merupakan cita hukum (Rechsidee) dalammewujudkan keadilan dan sebagai sistem norma hukum ataunegara berdasarkan atas hukum.58 Yang paling penting jikaseseorang ingin berlaku adil harus  memahami rasa keadilanitu sendiri.Menurut Hobbies, bahwa keadilan hanya bisa dipahamijika ia memposisikan sebagai keadilan yang hendakdiwujudkan oleh hukum.59 Upaya untuk mewujudkanmerupakan proses dinamis yang memakan waktu, orangdapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan, dan
56 Ibid.
57 Djoko Dwiyanto, Ignes G. Saksono, Op., Cit., hlm. 176.
58 Zainuddin, Filsafat Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 113
59 Carl Joachim Frierich, filsafat Hukum, Perspektif Historis, Bandung: Nuansa dengan
Nusamedia, 2004 hlm.239.
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menyebutnya sebagai realitas absolut.60 Proses dinamis yangdimaksudkan di sini adalah sesuai dengan keadaan waktudan zaman. Sedangkan menurut doktrin Aristoteles,kaitannya dengan keadilan membedakan antara keadilandistributif dan keadilan komutatif.61 Pembedaan tersebut tentunya sangat mendasar bagisemua pemikiran tentang problema keadilan dan hukum,untuk memutuskan siapa dan dengan siapa dia setara, makayang akan muncul ketika yang menjadikan pertimbanganadalah keadilan distributif, sehingga yang menjadikanpertanyaan adalah siapa yang mesti, diperlakukan setara, dansiapa yang disetarakan, bahwa kesetaraan tidak dapatdibuktikan secara filsafati dan secara umum orangseharusnya setara satu sama lain, bahwa semua warga harussetara dimuka hukum.62 Karena terdapat hukum yang adilyakni di luar konflik kepentingan kehendak dan pengertianwarga yang sadar mengenai sesuatu yang lebih tinggi.Dimana perwujudan keadilan dan ketidakadilan yangdidasarkan pada kekayaan ekonomi merupakan landasandari pandangan yang keliru.Konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesiayang dirumuskan dalam sila ke lima dari Pancasila yangdimaksudkan adalah keserasian rohaniah dan jasmaniah.Daya tahan dari unsur jasmaniah dipelihara dan ditingkatkan
60 Ibid.
61 Ibid ,hlm. 240.
62 Ibid, hlm. 242.
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sarana kegiatan ekonomis (papan, pangan dan sandang) dandaya tahan dari unsur rohaniah terdiri dari taraf alami (cipta,rasa dan karsa) dan taraf budaya (kesadaran) yang berupaspiritualis.63Dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatIndonesia yang berarti manusia Indonesia secara merata danberkesinambungan setiap manusia Indonesia mengalamikeserasian rohaniah dan jasmaniah serta dalam hukumekonomi, haruslah diutamakan jalinan dengan keserasiankelestarian dan keserasian kebebasan, ketertiban yang dapatdirasakan oleh warga Negara yang menuntut hak dankewajiban demi terwujudnya keadilan sosial.64Keadilan yang memberikan kepada setiap orang yangdimiliki dan agar setiap orang memperoleh apa yang menjadihaknya karena seseorang yang mempunyai hak yang samabanyaknya dengan bertindak adil begitu juga sebaliknyasaling timbal balik dengan sesama warga masyarakat tidakmengingat jasa-jasa seseorang, maka yang demikiandinamakan keadilan komutatif.65Menurut Notohamidjoyo, keadilan sosial menuntutsupaya manusia hidup dengan layak dalam masyarakatmasing – masing harus diberi kesempatan kepatutankemanusiaan atau kepatutan yang wajar atau proposional.66
63 Purhadi Purbacaraka , Soerjono Soekanto, Op. Cit, hlm. 86.
64 Ibid ,hlm. 88
65 Ahmad Roestandi, Reponsi Filsafat Hukum, cetakan ketiga, Bandung: CV. Armico,
1992, hlm. 18.
66 Darji Darmodiharjo, Shidarta, Op, Cit, hlm. 167.
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Keadilan yang demikian berkaitan dengan hak dan kewajibansebagai manusia yang hidup bermasyarakat. Jadi keadilanmenurut Aristoteles adalah penilaian dengan memberikankepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya,yaitu dengan bertindak proposional dan tidak melanggarhukum.67Sependapat dengan Richard A. Posner dalam bukunya
Economic Analysis of Law suatu perspektif dalam bidangekonomi dan hukum. Posner menggambarkan, bahwaanalisis ekonomi dari hukum sebagai teori hukum, akantetapi analisis ekonomi tersebut juga dapat dipandangsebagai teori keadilan.68 Demikian juga peraturan yang sudahdibuat untuk melindungi masyarakat sering kali berakhirdengan menimbulkan kerugian, dikatakan Posner,pendekatan ekonomi terhadap hukum dikritisi karenamengabaikan keadilan. Walaupun mempunyai bermacam –macam arti yang berbeda yang mentafsirkan keadilandistributif yakni tingkat persamaan ekonomi yang adil.69Keadilan yang lain bahwa apabila orang menganggap oranglain tidak adil tanpa adanya pembuktian seperti melanggarperaturan – peraturan yang telah dibuat namun dilanggar,sehingga dianggap illegal.70
67 Ibid.
68 Richard A. Posner, Economic Analysis of Law, Judge US Court of Appeals for the
Seventh Circuit; Fourt Edition the united state of America: by little, brown and
company, 1992, hlm. 30.
69 Ibid., hlm. 27.
70 Ibid
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Hukum bertujuan untuk melindungi, menjamin danmemajukan kesamaan derajat manusia. Dalam bidangekonomi mulai tumbuh industrialisasi sebagai akibatpenemuan baru dibidang teknologi, serta menimbulkangolongan – golongan menengah yang sangat kuat sehinggatimbul faham kapitalisme yang menghendaki persainganbebas.71Selanjutnya pembangunan ekonomi untuk melindungisegenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskankehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban duniayang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dankeadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arahpembangunan nasional.72Perkembangan ekonomi di Indonesia berkaitan denganpembangunan hukum nasional yang bertujuan untukmempercepat pelaksanaan reformasi hukum denganmenyiapkan penyusunan kebijakan pemerintah di bidanglegislasi nasional, yang mengatur bidang politik dankeamanan, ekonomi, keuangan, industri, kesejahteraanrakyat, dan hak asasi manusia.73 Sedangkan konsep hukum
71  Ibid., hlm. 20.
72 Undang – Undang  RI Nomer  17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN tahun 2005 – 2025), Jakarta: CV. Novindo
Pustaka Mandiri, 2007, hlm. 5.
73 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Dan HAM RI,
Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Bab 14 – 18 Juli 2003 yang
disampaikan dalam rumusan hasil Seminar Pembangunan Hukum Nasional oleh
BPHN, Bali: BPHN, 2003, hlm. 1
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dalam pembangunan menurut Mochtar Kusuma Atmadja,melalui teori pembangunan hukum menjelaskan bahwa ,74“Hukum dapat dijadikan alat untuk mengubah masyarakatdan membentuk masyarakat baru.”Tujuan hukum sebagai alat pembaharuan masyarakatdengan demikian tidak boleh terlepas dari cita – cita sehinggasetiap Undang-Undang  yang dibuat harus menghirup cita –cita sedemikian, harus benar – benar menuju ke arahkemakmuran dan keadilan bagi rakyat, baik materialmaupun spiritual.75
c.  Pembaharuan Hukum bagi UKMMenurut Mochtar Kusumatmadja, bahwa hukum sebagaisuatu alat pembaharuan masyarakat (a tool of social
engineering).76 Hal ini untuk memastikan mengenai adanyahubungan antara hukum dan perubahan sosial, kiranya perlumelihat fungsi yang dijalankan oleh hukum didalammasyarakat yaitu dua fungsi yang berdampingan satu samalain merupakan fungsi hukum sebagai sarana pengendaliandan sebagai sarana untuk melakukan “social engineering.”77Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum
74 Mochtar Kusuma Atmadja, Konsep – Konsep Hukum Dalam Pembangunan,
Kumpulan Karya Tulis, Bandung: PT  Alumni, 2002, hlm. 44.
75 Ibid.
76 Ibid., hlm. 21.
77 Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu – Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu
Hukum, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 124.
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sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalamarti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsisebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam artipenyalur arah kegiatan manusia ke arah kehendak olehpembangunan atau pembaharuan.78 Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat dilakukan olehhukum disamping fungsinya yang tradisional yakni untukmenjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Rosco Pound,79bahwa “law as a tool of social engineering”. Bilamana konsepini dapat diberlakukan dalam negara yang sedangberkembang dari yang agraris menuju industri yangmenjadikan hukum “mengubah masyarakat tradisionalmenuju masyarakat modern.” Sama juga yang dikatakan oleh
Friedmann, bahwa fungsi hukum adalah untuk memberibentuk dan ketertiban terhadap bidang – bidang yangberkaitan dengan politik, ekonomi, kehidupan sosial sertaetika.80 Bentuk yang mengatur hubungan sosial yang khususmenjadi lebih penting dari hubungan sosial itu sendiri.81Dengan demikian fungsi hukum meliputi memperlancarinteraksi sosial, sebagai sarana social control, sebagai sarana
social engineering.82 Perubahan sosial mempengaruhi
78 Moch ta r  Kusumaatmad ja ,  Pembinaan  Hukum Da lam Rangka
Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum Dan Kriminalogi
Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung: Binacipta, 1986, hlm.
13.
79 Rosco Pound, An Introduction To The Philosophy Of Law, Yale: New Heven
1961, hlm. 47.
80 W. Friedmann, Legal Theory, London: Stevens and Sons, 1975, hlm. 17.
81 Ibid.
82 Otje Salman, Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar, Bandung: CV. Amrico,
1992 hlm. 17
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perubahan hukum; seperti melahirkan Undang-Undangusaha mikro kecil dan menengah yang mengalamiperubahan lagi pada tahun 2008, atas perubahan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 1995  Tentang Usaha Kecil.Konsep Rosco Pound yang memfungsikan Law as a tool
of social engineering. Menurut argumentasi Mochtar
Kusumaatmadja, bahwa pendayagunaan hukum sebagaisarana untuk merekayasa masyarakat menurut skenariokebijakan pemerintah (dalam hal ini eksekutif) amatlah terasadiperlukan oleh negara – negara yang sedang berkembangjauh melebihi kebutuhan yang dirasakan negara – negaraindustri maju yang telah mapan.83 Negara – negara majumemiliki mekanisme hukum yang telah jalan untukmengakomodasikan perubahan – perubahan dalammasyarakatnya.84Berikut pernyataan Soemantoro, bahwa hukummerupakan agent of modernization dan merupakaninstrumen of Social Engineering.85 Dikatakan hukum itusering sekali berubah kalau nilai-nilai yang hidup dalammasyarakat sudah berubah dan arah pembangunan hukumdi Indonesia adalah merupakan kegiatan yang terpadu,karena arah pembangunan itu menciptakan pemerataan dankeadilan sosial.86
83 Soetandyo Wignjosoebroto, op.cit., 1994, hlm. 231.
84 Ibid.
85 Sumantoro, Hukum Ekonomi, Jakarta: UI Press, 1996 hlm. 179.
86 Ibid., hlm. 180.
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Hukum harus mampu menjadi pigura ekonomi,sebaliknya ekonomi juga tidak boleh meninggalkan hukum.87Hukum berfungsi sebagai pengaman kebijaksanaanekonomi sekaligus sebagai stabilisator ekonomi sepertidalam pemberian kredit bagi para pengusaha, harus ditelitiapakah dipergunakan sesuai dengan tujuannya, sehinggapara pengusaha dan Bank dapat dengan tenang menjalankanusahanya.88Pemberian jaminan ini diwujudkan dengan adanyakepastian hukum yang dapat menghilangkan keragu- raguanpara pelaku ekonomi dalam aktivitasnya dan upayapengembangan usahanya, sehingga peranan hukum untukmenciptakan keadilan dimaksudkan untuk memberikanperlakuan yang sama terhadap para pelaku ekonomitermasuk perlakuan hukum terhadap pemerintah pelakuusaha mampu sebagai fasilitator ekonomi maka intervensinegara terhadap bidang – bidang ekonomi yang berlebihandapat dibatasi.89Perkembangan suatu negara tidak terlepas dari keter-gantungan pada ekonomi negaranya, khususnya didalampembangunan ekonomi terikat dengan aturan hukum yang
87 Ismail Saleh, Hukum dan Ekonomi, Jakarta: PT  Gramedia Pustaka Utama, 1990,
hlm. 18
88 Ibid.
89 Paingot Rambe Manalu, Hukum Dagang Internasional, Pengaruh Globalisasi
Ekonomi Terhadap Hukum Nasional Khususnya Hukum Hak Atas Kekayaan
Intelektual, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri 2000, hlm. 42
90 Ibid, hlm. 43.
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diberlakukan, kemampuan Indonesia untuk berperan dalamforum ekonomi  harus di dukung oleh kohesi nasional sertakekuatan dan ketangguhan ekonomi nasional.90 MenurutA.S.S. Tambunan kehidupan ekonomi berkembang melandakedalam kehidupan hukum.91Dalam usaha ini, pemerintah memberikan perlindunganhukum terhadap usaha kecil dan menengah agar mem-peroleh jaminan hukum yakni dalam bentuk Undang–Undang Usaha Kecil dan Menengah, bahwa pemberdayaanUsaha Kecil dan Menengah  sebagaimana dimaksud dalamhuruf (c), perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimaldan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yangkondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukunganperlindungan dan pengembangan usaha seluas–luasnya,sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran danpotensi usaha kecil dan menengah dalam mewujudkanpertumbuhan ekonomi pemerataan dan peningkatanpendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengen-tasan kemiskinan.92 Usaha Kecil dan Menengah garmenIndonesia, dianggap masih sangat lemah, sehingga peme-rintah perlu memberikan perhatian khusus untuk meng-optimalkan UKM garmen agar komoditi negara melaluiberbagai kebijakannya dapat menumbuhkan kembali usaha
91 Darsono Prawiranegoro, Ekonomi Politik Globalisasi, seri 1, Jakarta:
Penerbit Nusantara Consulting, 2010, hlm.21.
92 Lihat UU RI No. 20 tahun 2008, Tentang UMKM, Jakarta: Sinar Grafika,
2008, hlm. 1.
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kecil dan menengah garmen agar posisinya sama sebelumkrisis ekonomi melanda negeri ini. Oleh karena itu untukmengembangkan usahanya juga dapat mendistribusikanproduknya yaitu misalnya dengan cara kerjasama melaluikemitraan sebagai upaya strategis untuk mengantisipasipersaingan yang semakin ketat di era perdagangan bebas.Melalui kemitraan usaha kecil dan menengah dengansebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.93Berkembangnya paham liberalisme menimbulkankebebasan-kebebasan yang berpandangan, bahwa parapihaklah yang menentukan isi dalam kontrak, kemitraanusaha tersebut sesuai dengan jiwa dan semangat demokrasiekonomi yang  diamanatkan dengan jelas dalam Pasal 33 ayat(1) UUD 1945.
d.   Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian
Perdagangan GarmenBerkembangnya paham liberalisme menimbulkankebebasan berpandangan bahwa para pihaklah yangmenentukan isi dalam kontrak, maka pelaku Usaha Kecil danMenengah dapat melakukan melalui kontrak dengankemitraannya yaitu antara pelaku usaha yang disesuaikandengan perekonomian yang ada di dalam KUHPerdata. Ada
93 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan
Menengah, Jakarta
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beberapa asas hukum  yang mengatur asas–asas hukumkontrak, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsen-sualisme dan asas Pacta Sunt Servanda.94 Dalam buku III, BabII KUHPerdata memuat tentang perikatan yang lahir darikontrak. Asas konsensualisme mempunyai hubungan yangerat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatanyang mengikat yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1)KUHPerdata.95 Yang berbunyi, “Semua persetujuan yangdibuat secara sah berlaku sebagai Undang–Undang bagimereka yang membuatnya.”Asas kebebasan berkontrak yang mendasari Pasal 1338KUHPerdata yakni tentang syarat sahnya perjanjian.96Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasankepada pelaku usaha secara bebas melakukan perjanjiankhususnya melalui kemitraan usaha kecil menengah yangmencangkup proses alih ketrampilan dibidang produksi danpengelolaan pemasaran, permodalan, sumber daya manusiadan teknologi.97 Dengan demikian memberi kesempatanterhadap usaha kecil untuk berperan lebih besar dalam usahagarmen untuk distribusi dan pemasaran bahan kebutuhanpokok, khususnya sandang pada perdagangan garmen bagi
94 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Bandung: Penerbit Alumni,
1994, hlm. 52.
95 Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Penerbit PT  Gramedia,
1996, hlm. 352.
96 Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi, untuk sahnya perjanjian diperlukan empat
syarat: (1) Mereka sepakat untuk mengikatkan diri, (2) Kecakapan untuk
membuat suatu perikatan, (3) Suatu hal tertentu, (4) Suatu sebab yang halal.
97 Lihat Pasal 25 ayat (2) UU UMKM.
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pengembangan perekonomian Nasional dan daya saing yangtinggi dalam menghadapi perdagangan bebas.  Demikianterdapat istilah perjanjian (agreement) menurut The
Essential Dictionary of Law yaitu:98 “A Mutual Understanding
between two or more parties.” Sementara itu, perjanjianmenurut Sudikno Martokusumo, adalah perbuatan hukumantara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untukmenimbulkan akibat hukum kemudian dua pihak atau lebihtersebut bersepakat untuk menentukan peraturan ataukaidah atau hak dan kewajiban, dan jika kesepakatan tersebutdilanggar, maka ada akibat hukum yang dikenakan oleh sipelanggar.99Prinsip kebebasan berkontrak dan penyelesaian seng-keta diharapakan dapat memberikan solusi bagi para pihakyang berbeda sistem hukum dan kepentingan ekonominya.Dalam KUHPerdata dimuat prinsip kebebasan ber-kontrak dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yangdipandang suatu sarat atau tuntutan kepastian hukum (janjiitu mengikat), dan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata itikadbaik, bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan denganitikad baik, harus dipandang sebagai suatu tuntutankeadilan.100  Menurut Subekti, itikad baik merupakan suatusendi yang terpenting dalam hukum perjanjian. Selanjutnya
98 Amy Hackney Black Well, The Essential Dictionary Of Law, New York: Barnes and
Noble Books, 2004, hlm. 14.
99 Sudikno Martokusumo, Mengenal Hukum,  Jogjakarta: Liberty, 1991, hlm. 97.
100 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Penerbit Internuas, 2001, hlm. 41.
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hukum itu selalu mengejar dua tujuan yaitu menjaminkepastian (ketertiban) dan memenuhi tuntutan keadilan,maka dari itu pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata harusdipandang sebagai tuntutan keadilan.101Sehubungan dengan hal tersebut di atas, AsosiasiPertekstilan Indonesia (API), meminta kepada pemerintahagar meningkatkan perlindungan pasar garmen dalamnegeri, karena kebanyakan dari para pelaku industri garmenberasal dari industri menengah, bentuk perlindunganterhadap pasar garmen, dalam negeri tersebut dilakukandengan cara memperketat prosedur impor garmen sehinggagarmen produk dalam negeri bisa bersaing.102 Dengandemikian perlu adanya perlindungan hukum daya saingUKM yang lebih dalam agar dapat bersaing dengan produkimpor garmen yang sekarang membanjiri pasar dalamnegeri.Dalam hal ini, pengertian keadilan adalah “terwujudnyapembangunan yang adil dan merata yang dilakukan seluruhmasyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati olehseluruh bangsa Indonesia.”103Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pelakuusaha kecil dan menengah, maka pemerintah menerbitkan
101 Subekti, Op.Cit; hlm. 42.
102 API, Perlindungan Industri Dalam Negeri, Jakarta: API, 2010, hlm. 2.
103 Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014, Jakarta: Bappenas, 2010,
hlm. 24.
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Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.104Agar pengusaha kecil dan menengah dapat menjalankanusahanya dengan tenang, maka perlu perlindungan dankepastian hukum dalam memenuhi kesejahteraanmasyarakat Indonesia untuk menembus pasar internasionalsebagai upaya menghadapi produk garmen internasional,khususnya dari negara Asia yang masuk ke Indonesia.Menurut I Wayan Dipta, bahwa masalah yang dihadapioleh Usaha Kecil dan Menengah  kita dalam menghadapiperdagangan bebas yaitu masalah daya saing.105 namun perludiketahui dulu Pengertian dari daya saing (competition
veness) yaitu “kemampuan usaha untuk memproduksibarang dan jasa yang dapat bersaing dengan baik di pasarandunia.”106 Oleh karena itu perlu kajian lebih dalam masalahpeningkatan daya saing.Menurut teori keunggulan komparatif (comparative
advantage) yang memperluas teori absolut oleh DavidRicardo dinyatakan bahwa:107“Sekalipun sebuah negara tidak memiliki keunggulanabsolut dalam barang apapun, negara ini dan negara lainmasih akan mendapatkan manfaat dari perdagangan
104 Lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 4 butir (d) berbunyi:
“Peningkatan daya saing UMKM”
105 Kementerian UKM: Makalah, Permasalahan Daya Saing UKM, Jakarta: Smecda,
2010, hlm. 5.
106 Marbun, Kamus Manajemen, Jakarta: pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm. 58.
107 Dong Sung, Cho Moon, Evolusi Teori Daya Saing, From Adam Smith to Michael
Porter, Jakarta: Salemba Empat, 2003, hlm. 8.
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internasional melalui keunggulan komparatif yangmncul dari perbedaan dalam produktifitas tenaga kerjayang berbeda antar negara.”Daya saing produk garmen Indonesia perlu ada pening-katan yang lebih baik. Sebagai ilustrasi, pada akhir 2008,perkembangan garmen sekarang ini Indonesia berada padaperingkat kesembilan dunia sebagai negara penghasilgarmen terbesar; pada saat komoditas lain anjlok eksporindustri garmen Indonesia justru timbul positif. Demikiandikatakan oleh Direktur Pendidikan Internasional GarmentTraining Center Kurnia Saputra bahwa pihaknya memintapemerintah untuk mengoptimalkan industri garmen sebagaisektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.108Menurutnya, potensi Indonesia di perdagangan pasargarmen dunia masih besar karena memiliki fasilitas industrilengkap dan ketersediaan tenaga kerja usia produktif yangbesar. Sayangnya industri garmen terbukti masih lemahdalam sistem produksi dan pemasarannya, sehingga harusada upaya perbaikan dan peningkatan usaha industri.109Apalagi dengan masuknya produk impor  garmen yangpunya modal cukup besar, dan para importir ini tentunyaakan memilih pasar garmen yang besar dengan produk yangberkualitas khususnya peluang untuk pasar di Indonesia. Dimana keterbukaan pasar, di era global membuka peluang
108 Beritasore.com/../Garmenindonesia.potensial.ungguli_produk_cina/,(diakses
17/10/2010).
109 Ibid.
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untuk berinvestasi di berbagai negara. Oleh karena itupemerintah perlu ikut andil dalam menentukan perubahandan kebijakan dalam dunia usaha yang bertujuan mendorongpelaku usaha dalam negeri.Terdapat istilah dalam garmen yang mempunyaipengertian, “Hasil dari proses penggabungan penjahitanpotongan tiap- tiap komponen hingga menjadi suatu berupabaju.”.110Kebijakan pemerintah melalui Keppres Nomor 54 tahun1993 tentang bidang usaha yang tertutup bagi penanamanmodal111,  salah satunya meliputi subbidang usaha industrikecil seperti salah satunya industri sandang dan kulit industrikecil yang masih membutuhkan perhatian dari pemerintahdalam hal permodalan bagi UKM dalam negeri, karenapermodalan ini yang menjadi salah satu permasalahan bagiUKM di dalam Negeri pada era perdagangan bebas sekarangini yang semakin kompetitif.112Dikatakan Mochtar Kusumaadmadja, bahwa dalamrangka melakukan perubahan hukum, dalam membuatkebijakan mengenai perkembangan hukum melaluipembinaan hukum yaitu bidang-bidang hukum yang dapatdiperbaharui dan bidang-bidang hukum yang sebaiknyadibiarkan dulu.113 Secara umum, barangkali dapat dikatakan
110 T. Heru Kasida Brataatmaja, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Penerbit BPK
Gunung Agung Mulia (Kanisisus),1991,hlm.54
111 Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1994 Tentang Bidang Usaha Industri Kecil.
112 Aminuddin Illmar, Hukum Penanaman Modal Di Indonesia, Jakarta: Prenada
Media, 2004, hlm. 103
113 Mochtar Kusumaatmadja, Op.cit., hlm 23.
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bahwa bidang-bidang hukum yang sangat erat hubungannyadengan kehidupan budaya dan spiritual masyarakat untuksementara harus dibiarkan atau hanya dapat digarap setelahsegala aspek dari suatu perubahan serta akibat daripadanyadiperhitungkan dan dipertimbangkan masalah-masalah.114Masuknya produk impor ke dalam negeri menimbulkanbanyak pertentangan dari banyak kalangan, khususnya parapelaku UKM. Mengapa? Ini dikarenakan merupakan salahsatu pokok yang paling dirugikan dengan adanya produkimpor. Karena pelaku usaha lokal pada strata ini juga tidakmempunyai akses pasar yang memadai sehingga sulitberkembang dan kelemahan biasanya pada daya saing danakses pasar.115 Sementara daya saing kita yang terusmenurun menyebabkan produktivitas rendah, sehinggaberakibat macetnya perekonomian dan meningkatnyapengangguran.116Undang-Undang yang mengatur UKM memangmelindungi dan memberikan jaminan kepastian hukum bagiUsaha Kecil dan Menengah, namun dalam hal ini para pelakuusaha kecil dan menengah di Indonesia belum semuanyasiap “bertarung” dalam kancah perdagangan pasar bebas.Untuk memudahkan istilah-istilah tersebut diatas,makayang dimaksud dengan usaha kecil mempunyai pengertian
114 Ibid, hlm 24.
115  Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, Malang: Bayu Media Publishing,
2007, hlm. 90.
116 Zuhal, Kekuatan Daya Saing Indonesia, Mempersiapkan Masyarakat Berbasis
Pengetahuan, Jakarta: PT  Kompas Media Nusantara, 2008, hlm. 73.
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sebagai berikut:117“Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yangdilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yangbukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabangperusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagianbaik langsung maupun tidak langsung dari usahamenengah atau usaha besar yang memenuhi kriteriausaha kecil mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang”Tujuan untuk pemberdayaan UKM pemerintahmemfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksidemi terselenggaranya usaha yang efisien secara ekonomi,sehat dalam persaingan.118Pemerintah memfasilitasi dunia usaha untukmendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yangsaling membutuhkan, mempercayai, memperkuat danmenguntungkan antar kemitraan usaha kecil dan menengahdengan usaha besar dalam hal pemasaran, permodalan,sumber daya manusia melalui motivasi dan pengembanganproduk berorientasi ekspor, serta menyelenggarakanpendidikan dan pelatihan.119
117 Lihat pasal 1 dan 2 UU Nomor. 20 Tahun 2008, tentang UMKM, disebutkan juga
dalam pasal 1 angka (3) yang dimaksud dengan usaha menengah yaitu usaha
ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perorangan atau badan usaha yang belum merupakan anak perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil
penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU, Jakarta, Sinar Grafika, 2008,
hlm 3.
118 Ibid, hlm. 17.
119 Ibid, hlm. 21.
45PERLINDUNGAN HUKUM UKM DALAM PERDAGANGAN GARMEN
 Dari perspektif dunia, mengakui usaha kecil danmenengah memainkan suatu peran yang sangat vital didalampembangunan. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya diNegara-negara sedang berkembang, tapi juga di Negara-negara maju.120 Usaha Kecil dan Menengah sangat pentingperanannya untuk menyerap tenaga kerja, misalnya jenisusaha tekstil dan garmen yang sebagian besar tenagakerjanya berjenis kelamin wanita.121Dalam hal ini maka yang perlu dilakukan adalah tetapberupaya memanfaatkan dengan cara mengembangkanUKM untuk produk garmen dalam pengrekutan tenaga kerjademi majunya dan berkembangnya perusahaan garmen.Kepentingan Indonesia disektor produk garmen darisegi ekspor yakni untuk memperoleh devisa, perlindunganproduksi dalam negeri, sektor padat karya yang menyerappermasalahan akan dihadapi di sektor produk garmen,maka perlu ambil langkah strategis guna mengamankansektor tersebut baik untuk tujuan ekspor maupunperlindungan produk dalam negeri dalam jangka panjanguntuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi eraperdagangan bebas dalam pengembangan perekonomianIndonesia.
120 Tulus TH Tambunan, UMKM di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 1.
121 Ibid.
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2.1  Perjanjian Perdagangan GarmenKebijakan  kesejahteraan dari pemerintah sejak jamankemerdekaan Indonesia hingga kini dapat terlihat dalammerumuskan cita-cita bernegara melalui UUD 1945 denganmembentuk Negara kesejahteraan (Welfare State).DalamPembukaan UUD 1945 ini niat membentuk NegaraKesejahteraan ditunjukkan melalui kalimat yang berbunyi,“Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruhtumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,dan mencerdaskan kehidupan bangsa”, hal tersebut jugatercermin pada pasal 33 dan 34 UUD 1945.Indonesia pasca krisis ekonomi yang berakibat padaketerpurukan sektor usaha, khususnya bagi UKM. Merekamengalami  kebangkrutan dan tidak lagi  dapat bersaingdengan pengusaha yang mempunyai modal besar. Dalam
Bab 2
Pengaturan Perjanjian
Perdagangan Garmen dalam
Mewujudkan Kesejahteraan UKM
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bidang perdagangan dikenal dengan “budaya kontrak” yangberbasis pada integritas dan kepercayaan, kontrak atauperjanjian dalam waktu tertentu yang diperjanjikan olehpara pihak yang berupa perjanjian tertulis antar para pihak,tentunya berpegang kepada prinsip kebebasan berkontrakserta aturan–aturan perjanjian yang diatur dalam undang-undang.Dalam konteks perjanjian perdagangan khususnyaperdagangan produk Impor sekarang ini marak membanjiripasar lokal di Indonesia. Dalam sistem hukum nasional,hukum perjanjian memainkan peranan penting dalam duniausaha /bisnis karena menimbulkan akibat hukum antarasatu pihak dan pihak yang lainnya.Menghadapi perkembangan hukum perjanjian di Indo-nesia pada saat ini, terutama dalam pembuatan kontrak–kontrak atau perjanjian, ada sebagian yang diatur dalamBuku III  KUHPerdata, namun ada juga yang tidak diaturseperti dalam  perjanjian leasing, perjanjian warabala/
franchase.Pengaturan perjanjian di bidang  perdagangan yangdasar hukumnya adalah asas kebebasan berkontraksebagaimana yang tertuang dalam pasal 1338 ayat (1)KUHPerdata yang menyatakan “Semua perjanjian yangdibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagipembuatnya”.122 Meskipun tidak secara jelas disebutkan
122  Lihat Pasal 1338 KUHPerdata, hlm. 342
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mempunyai hubungan yang erat dengan asas konsen-sualisme dan asas kekuatan mengikat seperti: yang terdapatdalam pasal 1338 ayat (1) tersebut. Kebebasan berkontrakadalah salah satu asas yang penting di dalam hukumperjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendakbebas pancaran hak asasi manusia.123Kata “semua” mengandung arti meliputi seluruhperjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidakdikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak(contractvrijheid)  berhubungan dengan isi perjanjian,  yaitukebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itudiadakan. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan pasal 1320KUHPerdata yang  mempunyai kekuatan hukum mengikat.124Jadi jelaslah semua perjanjian atau seluruh isi perjanjianasalkan perbuatannya memenuhi syarat berlaku  bagi parapembuatnya, seperti peraturan perundang-undangan.Pihak-pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja danmenuangkan apa saja di dalam isi sebuah kontrak danperjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah.Pembuatan perjanjian harus  berpedoman pada pasal 1320KUHPerdata.Dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak diaturdalam buku III KUHPerdata ini. Selain diatur dalamKUHPerdata para pihak dalam menjalankan kegiatan ekono-minya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD
123  Ibid
124  Ibid
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1945 yang tujuannya adalah membentuk negara kesejah-teraan meskipun tidak mudah untuk mewujudkannya.
2.2 Mewujudkan  Kesejahteraan  bagi UKMNegara kesejahteraan (welfare state) adalah peme-rintahan suatu negara dianggap bertanggung jawab dalammenjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiapwarga negaranya.125 Gagasan negara kesejahteraan Indonesiaberbeda dengan konsep negara kesejahteraan di Eropa Barat.Konsep negara ini juga menjadi obsesi banyak negara barudi Asia yang merdeka setelah Perang Dunia II. Beberapanegara di Asia seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Singapuradapat disebut telah berhasil membangun negara kesejah-teraan yang dirasakan rakyatnya.126Suatu negara bisa digolongkan sebagai Negara kesejah-teraan jika mempunyai empat pilar utama, 127 yaitu (1) social
citizenship, (2)  full democracy, (3) modern industrial relation
systems, (4) right to education and the expansion of modern
mass education systems.Negara kesejahteraan yang menjadi dasarnya adalahmengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola danmengorganisasi perekonomian keempat pilar yang me-mungkinkan untuk memberikan hak-hak sosial kepada
125  Darmawan Triwibowo, Sugeng Baharijo, Mimpi Negara Kesejahteraan, Jakarta:
Perkumpulan Prakarsa LP3ES, 2002, hlm. XV.
126  Ibid, hlm. 9.
127  Ibid
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warganya seperti hak atas properti.128 Negara kesejahteraanjuga bertujuan untuk membebaskan warganya dari keter-gantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkankesejahteraan dengan menjadikan hak setiap warga untukmenjalankan usahanya khususnya  bidang perdagangan.Perdagangan garmen sekarang ini merupakan usahayang menjanjikan semenjak terjadinya pasca krisis ekonomi,banyak bidang usaha kecil menengah yang tadinya mem-produksi sendiri usahanya beralih ke produk impor yangdianggap lebih kecil resikonya daripada dengan mempro-duksi sendiri, namun dengan banyaknya pengusaha yangberalih usaha sebagai importir perlu kiranya pemerintahmengatur kembali tata cara impor yang dituangkan dalamperaturan Menteri Keuangan Nomor. 615/PMK.04/2004tentang Tata Laksana Impor Sementara, guna untuk lebihmenjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pelakuusaha dalam    mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka kebi-jakan terhadap barang impor sementara dapat diberikanpembebasan atau keringanan bea masuk. Sebagaimana yangdiatur dalam Permenkeu ini, sedangkan Undang-UndangNomor 7 Tahun 2014  tentang Perdagangan,  yang isinyamengenai impor belum memuat daya saing industri, untukmendalami dan merumuskan salusi terkait makin rendahnyadaya saing produk dalam negeri.
128  Ibid
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 Produk impor semakin bebas dan merajalela di pasardalam negeri, sementara di lain pihak, produk Indonesiamendapat halangan untuk masuk ke Negara lain yangsesudah menyiapkan berbagai aturan, bahkan perlunyadibuatkan aturan perjanjiannya khususnya perjanjianperdagangan produk impor yang sekarang ini membanjirihampir seluruh pasar dalam negeri, aturan ini dibuat agarproduk impor tidak leluasa membanjiri pasar dalam negeriserta memperkuat daya saing industri nasional dalammengembangkan perekonomian Indonesia sebagai upayapelaksanaan amanat UUD 1945 menuju negara yangmenyejahterakan rakyatnya.Negara memiliki peran dan tanggung jawab yang besaruntuk menyediakan kebutuhan sosial dasar serta men-distribusikan ulang sumber daya ekonomi kepada warganegaranya tanpa mengecualikan status ekonomi dan sosial-nya sehingga sangat bergantung pada peran besar dankemampuan negara untuk mengelola ekonomi nasional-nya.129Meskipun dalam mekanisme pasar berlaku prinsipkebebasan berkontrak, menurut Jimly Asshiddiqie, kontrakbisnis tetap tidak dibolehkan untuk melanggar konstitusi.UUD 1945 harus dijadikan acuan tertinggi dalam mengem-bangkan dinamika ekonomi pasar. Artinya UUD juga harus
129  Nanang Indra Kurniawan, Globalisasi dan Negara Kesejahteraan, Perspektif
Institusionalisme, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL
UGM, 2009, hlm. 2.
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difungsikan sebagai dokumen ekonomi dan sebagaikonstitusi ekonomi.130 Demikian juga bagi setiap perjanjianyang telah dibuat ditaati oleh pihak yang mengadakannya.Dalam melihat berbagai pendapat mengenai negarakesejahteraan, sebaiknya kita melihat terlebih dahulu apa sajatujuan pokok  negara kesejahteraan, ada enam (6) tujuanpokok sebagai berikut:1311. Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosialekonomi untuk kepentingan publik.2. Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata.3. Mengurangi kemiskinan4. Menyediakan asuransi sosial (pendidikan, kesehatan)bagi masyarakat.5. Menyediakan subsidi untuk layanan sosial bagimasyarakat.6. Memberi proteksi sosial bagi tiap warga.Dari tujuan tersebut, negara memperoleh penerimaanpajak dari usaha besar swasta untuk dikelola dan dibelanja-kan oleh negara dalam bentuk jaminan pelayanan publikkepada warganya. Menurut pengamat sosial Jerman RobertHel Broners, “Negara kesejahteraan merupakan sebuahideologi sistem dan sekaligus strategi yang jitu untuk meng-atasi dampak negatif kapitalisme.”132 Menurutnya,
130 Jimly Asshiddiqie, KonstitusiEekonomi, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara,
2010, hlm.383.
131  Nanang Indra Kurniawan; op.cit. hlm.3.
132  Hel Broners, Robert L, Business Civilzation  Decline, New York:  Norton And
Company, 1976 hlm. 298.
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perlawanan terhadap kapitalisme di masa depan memangtidak dapat dan sudah seharusnya tidak diarahkan untukmembahas total sistem  ini, melainkan untuk mengubahsistem  yang “unggul” ini agar lebih berwajah manusiawi(compassionate capitalism) dalam mengatasi akibatmekanisme pasar yang tidak sempurna.133Dalam Negara kesejahteraan, pemecahan masalahkesejahteraan sosial, seperti kemiskinan pengangguran,ketimpangan  dan keterlantaran tidak dilakukan melaluiproyek – proyek sosial parsial yang berjangka pendek.Melainkan diatasi secara terpadu oleh program – programjaminan sosial (social security) pelayanan sosial, rehabilitasisosial serta berbagai tunjangan pendidikan, kesehatan, haritua dan pengangguran.134 Dengan sistem  pemecahan iniNegara bertugas melindungi golongan lemah dalammasyarakat dari golongan kapitalisme.Intinya selain negara wajib memberi kesempatan samakepada setiap orang untuk berusaha/membuka lapanganusaha dengan tetap memperhatikan keterbatasan kemam-puan kelompok lemah sebagai kompensasi dan wujudkeadilan sosial yang sebagaimana dirumuskan dalam UUD1945. Sedangkan menurut Sri Edi Swasono, “PembangunanEkonomi nasional haruslah bermuara pada peningkatankesejahteraan sosial merupakan tes untuk keberhasilan
133 Ibid
134 Edi Sutarto, Pembangunan, Kebijakan Social Dan Pekerjaan Sosial, Bandung:
lembaga Studi Pembangunan STKS, 1997, hlm. 56.
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pembangunan bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi,apalagi kemegahan pembangunan fisikal.”135Sebagaimana diamanatkan UUD 1945, Indonesiamenganut negara kesejahteraan dan menganut prinsipkeadilan sosial, namun faktanya keduanya belum terintegrasidengan strategi pembangunan ekonomi. Pemerintah lebihtertarik pada bagaimana memacu pertumbuhan ekonomisetinggi-tingginya. Dalam memberlakukan kebijakan pajakterhadap UKM misalnya,  pemerintah masih belum dapatmembedakan usaha kelompok kecil dengan usaha kelompokbesar.Kebijakan dalam campur tangan pemerintah dalambidang perdagangan impor sebagai wujud perlindunganhukum terhadap rakyatnya untuk menstabilkan kehidupanekonomi dan mengatasi gejolak serta membantu golongankelompok ekonomi lemah seperti dalam pemberlakuanaturan bea masuk barang-barang impor ke Indunesia.Aturan tersebut dilakukan untuk mencegah timbulnyapersaingan yang tidak sehat antar pedagang khususnya UKMdemi kesejahteraan rakyatnya.Dalam kumpulan karangan ilmiah pidatonya,  Muham-mad Hatta  menyatakan:136“Sungguhpun negara tidak perlu dan tidak diharuskanmenjadi usahawan, yang pasti akan membirokrasikan
135 Ibid.
136 Wangsa Widjaja & Meuthia Farida Swasono, Membangun Ekonomi Indonesia,
Kumpulan Pidato Ilmiah, Jakarta: Inti idayu Press, 1985, hlm.5
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seluruh ekonomi, itu tidak berarti bahwa negara haruslengah sama sekali dari pergolakkan ekonomi dalammasyarakat. Menurut jiwa UUD 1945, Negara ber-kewajiban membuat berbagai peraturan untukmelancarkan jalannya ekonomi sambil melindungigolongan rakyat yang lemah dalam masyarakat.”Meskipun kewajiban pemerintah memberikan per-lindungan bagi rakyatnya, dalam bentuk peraturanperundang-undangan, pemerintah masih saja ada ketidak-adilan yang dirasakan bagi pelaku usaha, dalam menjalankanusahanya, seperti dalam penerapan pajak bagi pelaku usahakecil dalam  negeri, sehingga sulit untuk mengejar daya saingUKM dengan produk impor yang masuk ke pasar dalamnegeri.Kekuatiran tersebut memang cukup beralasan dengankesepakatan perjanjian perdagangan antara pelaku UKMdengan usaha besar adalah salah satu cara yang harus dilaku-kan  untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeridi pasar nasional. Dengan cara seperti inilah  untuk meng-antisipasi masuknya produk impor.Dalam rangka mewujudkan amanat dari pasal 33 UUD1945 yang bertujuan negara untuk menyejahterakanrakyatnya khususnya dalam bidang ekonomi, maka salahsatunya pemerintah harus mengantisipasi  masuknya pro-duk impor dengan mengacu pada aturan-aturan yang sudahada, inilah pemerintah memberikan perlindungan hukumkepada rakyatnya yang benar-benar harus dijalankan.
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2.3 Peran Negara Mewujudkan Kesejahteraan UKMMewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya adalah tugaspemerintah atau negara sebagaimana yang dimuat dalampembukaan UUD 1945 adalah “kesejahteraan umum seluruhrakyat.”137 Dalam alinea ke empat ini selanjutnya berbunyi:“Untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesiayang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruhtumpah darah Indonesia dan untuk memajukankesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsadan ikut melaksanakan ketertiban dunia yangberdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dankeadilan sosial.”Tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dalamperekonomian Indonesia ini dijabarkan dalam pasal 33 ayat(1), (2), dan (3) UUD 1945. Sedangkan dalam ayat (2) pasal33 ini yang menyebutkan cabang-cabang produksi yangpenting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyakdikuasai oleh negara. Dalam hal ini mempunyai makna jikadianalogikan bahwa kegiatan produksi secara umum adalahpokok atau cabang pokok, maka dari pokok itu munculbatang-batang berupa kegiatan-kegiatan produksi yang lebihterperinci misalnya kegiatan untuk memproduksi pakaian,kegiatan untuk memproduksi listrik, kegiatan untuk mem-produksi air minum dan sebagainya.138
137 Mubyarto, System & Moral Ekonomi Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1998, hlm. 227.
138 Muslimin Nasution, Mewujudkan Demokrasi Ekonomi, Dengan Koperasi, Jakarta
Pippublishing, 2007, hlm. 54.
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Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana hukumyang berlaku di Indonesia, Pasal 33 ayat (2) ini mempunyaiarti bahwa hanya Negara yang memiliki hak untukmelakukan pengaturan melalui berbagai peraturan yangdiciptakannya atas cabang – cabang produksi yang pentingbagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.139Dalam ayat (1) pasal 33 ini, bahwa perekonomiandisusun sebagai usaha bersama jika digabungkan denganayat (2) dan ayat (3) artinya setiap perencanaan, pelak-sanaan, dan pengawasan kegiatan ekonomi dilakukan atasinisiatif seluruh masyarakat, dimana hasil dari semuakegiatan itu juga diminati oleh seluruh masyarakat. Namunharus ada pihak yang mengambil alih urusan pengaturan ini,dan negara merupakan pihak yang paling kompeten. Jadidalam hal ini, pihak yang melakukan pengaturan ekonomiadalah negara.Posisi negara dan masyarakat bukanlah posisi yangbertentangan. Negara dalam hal ini tidak boleh melakukanpengaturan ekonomi tanpa didasari oleh kehendak umumyang terdapat di masyarakat sebaliknya masyarakat jugatidak dapat semena-mena menjalankan aktivitas pereko-nomiannya tanpa memperhatikan peraturan yang ditetap-kan oleh negara.140 Pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidakmenghendaki, bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia hanyamenyejahterakan sebagian orang saja atau menyediakan
139  Ibid, hlm. 57.
140  Ibid, hlm. 58.
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lapangan kerja dan penghidupan bagi sebagian orang saja.Dan memandang pengangguran dan kemiskinan sebagaiketidakwajaran, jika dibandingkan dengan kapitalisme yangmemiliki kemiskinan dan pengagguran dalam level tertentuadalah hal yang wajar. Dalam rumusan ini mewujudkan dasarpengelolaan perekonomian Indonesia bukan etatisme danbukan pula liberalisme, kapitalisme, namun cenderungterletak di antara keduanya.141Peran pemerintah sangat dibutuhkan terutama dalampokok-pokok pikirannya yang melandasi konsep negarakesejahteraan. Untuk itu, pemerintah mempunyai tanggungjawab dalam pemerataan keadilan dan kemakmuran untukmewujudkan kesejahteraan umum. Negara tidak bolehberpihak ke salah satu golongan saja, namun harus berpihakke semua golongan, yang membutuhkan bantuan dalampengambilan kebijakan khususnya bagi golongan yang lemahsekaligus menjamin kesejahteraannya. Hal ini tertuang padapasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan, “Negaramengembangkan sistem  jaminan bagi seluruh rakyat danmemberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampusesuai dengan martabat kemanusiaan”.142Ayat (1) dalam pasal 34 ini menyebutkan “Fakir Miskindan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara.” Langkahpenting dalam mewujudkan demokrasi ekonomi adalahmenyejahterakan masyarakat miskin dengan mengem-
141  Ibid, hlm. 61
142  Lihat UUD 1945 pada pasal 34 ayat (1), (2) dan (3).
60 WIWIK SRI WIDIARTY
bangkan masyarakat miskin, maka kesenjangan ekonomidapat ditekan.143Berkaitan dengan konsep negara kesejahteraan (welfare
state), menurut Friedmann, terdapat empat fungsi negaradalam sistem  perekonomian, 144 yaitu: (1) negara sebagaipenjamin (provider), (2) negara sebagai pengatur(regulator), (3) negara sebagai pelaku ekonomi (entre-
preneur), dan (4) negara sebagai pengawal (umpire).Dalam fungsi sebagai penjamin yang berkaitan dengankonsep negara kesejahteraan (welfare state) dalam kapasitasini, negara bertanggung jawab untuk menyediakan danmemberikan pelayanan sosial dalam memberikan standarhidup minimum dan memberikan kelonggaran ataukebebasan kekuatan ekonomi.Fungsi negara sebagai pengatur, negara menggunakanberbagai pengarus kontrol, khususnya kekuasaan untukmengatur investasi dalam pembangunan industri, volumedan jenis usaha ekspor dan impor, melainkan cara-caraseperti kontrol tarif bea masuk dan pengendalian barangimpor dan industri.Dalam fungsi sebagai pelaku ekonomi, negara turutmenjadi fungsi terpenting dalam perekonomian. Ketertibannegara dalam kegiatan ekonomi dapat dilakukan melaluiinstansi pemerintah atau BUMN, dalam rangka menciptakankeseimbangan antara peran sektor swasta dan  publik.
143  Muslimin Nasution, Op. Cit., hlm. 73.
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Negara berfungsi sebagai pengawas karena negara me-miliki kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Negaradalam kaitan ini dituntut untuk merumuskan standarkeadilan mengenai kinerja dari sektor-sektor yang berbedadalam bidang ekonomi. Negara harus dapat membedakanfungsinya sebagai pelaku ekonomi dan fungsinya sebagaipengawas pemerintah. Oleh karena itu, negara berkewajibanuntuk meregulasi, mendistribusi, meresolusi konflik dalamkompetisi memperoleh sumber-sumber kesejahteraannya.Masih menurut Friedmann, negara harus memposisikandiri di tengah-tengah dengan menggunakan “reserve
function” (fungsi cadang). Negara  sebagai pusat kekuasaanyang sentralistik memberi keseimbangan di antara berbagaikepentingan ekonomi dan sosial yang saling bertentangandemi kepentingan publik yang mencakup masyarakat secarakeseluruhan. Pada negara demokatis, empat fungsi negaratersebut harus dapat dilaksanakan.145Dalam mewujudkan negara kesejahteraan sangatdituntut peran serta pemerintah untuk ambil bagian segalaaspek kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan rodapemerintahan, negara harus berperan aktif, hal ini dilalui baikdalam otoritarian dan sistem  demokrasi, yang keduanyasangat berpengaruh terhadap kebijakan negara untukmencapai cita kesejahteraan dan keadilan.146 Seiring dengan
144 Wofgang Friedmann, The State And The Rule Of Law In A Mixed Economy,
London: Steven, and Sons, 1975, hlm. 3.
145 Ibid, hlm. 5.
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perkembangan jaman dan kebutuhan hidup yang semakinmeningkat, peran pemerintah semakin besar dan semakinluas memasuki hampir semua aspek kehidupan masyarakat.Keanekaragaman tantangan yang dihadapi yang berkembangdengan cepat untuk menuntut pemerintah agar menentukankebijakan dalam melayani kepentingan umum, yang harusdititik berat pada demokratisasi di segala aspek.Menurut Romli Atmasasmita, dalam sistem  otoritarian,kebijakan negara sangat mengutamakan kekuasaan untukmengatur dan mengendalikan roda perekonomian berbedapada badan-badan pemerintahan, sebagai keberhasilanpembangunan sangat ditentukan oleh penyelenggara peme-rintahan, sedangkan dalam demokrasi kekuasaan untukmengendalikan arah pembangunan berada pada pemerintah,akan tetapi pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator,pemegang kendali.147Dalam melayani publik, rentan kemungkinan timbulnyamasalah hukum antara pejabat pemerintah dengan masya-rakat., hal ini menjadikan betapa pentingnya campur tangannegara untuk memberikan hak kontrak secara normatif ke-pada masyarakat. Keterlibatan masyarakat untuk tuturmengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh parapejabat pemerintahan. Hal ini penting dilakukan untukmengoreksi atas penyelewengan dan penyalahgunaan
146  Romli Atmasasmita, Hubungan Negara dan Masyarakat Dalam Konteks
Perlindungan HAM, dalam makalah seminar pembangunan hukum nasional VIII,
BPHN, Denpasar, 14 Juli 2003, hlm. 10.
147  Ibid, hlm. 11.
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kekuasaan. Jika tidak dikontrol, maka akan cenderungmenjadi absolut dan diktator.148 Sistem pemerintahan yangdemokrasi modern dan terus berproses menuju konsolidasi,sebagai faktor negara mengalami perkembangan sebagaiakibat modernisasi dan demokratisasi dalam sistempemerintahan negara mengalami perkembangan dari
political state menjadi legal state dan akhirnya welfare state.Ketiga faktor tersebut semuanya menggunakan kekuasaanyang dimiliki oleh negara sebagai peneliti kehendak terhadapaktifitas rakyat yang dikuasainya.149 Sedangkan pada pahamnegara kesejahteraan dikenal dengan adanya pembagian(distribution) dan pemisahan (separation) kekuasaan.Negara memiliki kebebasan untuk turut serta dalam seluruhkegiatan sosial, politik dan ekonomi dengan tujuan akhirmenciptakan kesejahteraan umum.Konsep negara kesejahteraan adalah suatu bentukpemerintahan demokrasi yang menegaskan, bahwa negarabertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat yangminimal bahwa pemerintah harus mengatur pembagiankekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan, tidakada rakyat yang mati karena tidak mampu membayar rumahsakit.150 Negara kesejahteraan mengandung unsur sosialisme
148 Lintong Siahaan, Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa
Administrasi di Indonesia, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2005, hlm.
20.
149 Mahfud Marbun, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta;
Liberty, 1987, hlm. 14.
150  Ibid.
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mementingkan kesejahteraan di bidang politik, mampu dibidang ekonomi dapat juga dikatakan bahwa negarakesejahteraan mengandung asas kebebasan (liberty),persahabatan (franternity), atau kebersamaan (mutuality).Asas persahabatan atau kebersamaan dapat disamakandengan asas kekeluargaan atau gotong royong.Dalam mewujudkan negara kesejahteraan, masihmenurut Friedmann, negara boleh ikut campur tangan dalambidang perekonomian. Hal ini tidak sepaham dengan doktrin
Laissez Faire yang menyatakan ajaran yang menyatakanbahwa kesejahteraan rakyat dapat meningkat bila peme-rintah tidak ikut campur mengurusi perekonomian, yaitu“pemerintah yang terbaik adalah pemerintah yang tidakmencampuri urusan perekonomian (the least government
is the best government)”.151 Ideologinya lebih ke unsurkapitalisme.Sejalan dengan pendapat Friedmann, amanat UUD 1945yang menyatakan bahwa Indonesia menganut konsepnegara kesejahteraan ditandai demokrasi ekonomi yangmenjadi ciri khas sebagaimana tercermin dalam pasal 33ayat (1), (2), (3) dan (4) UUD 1945.Pengertian negara kesejahteraan didefinisikan berbeda-beda di masing-masing negara. Ada 4 makna makna:152
151 W. Friedmann, Op.Cit,. hlm. 5.
152 Edi Suharto, Negara Kesejahteraan dan Reinventing, Jakarta: Depsos,
2010, hlm. 12.
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1. Sebagai kondisi sejahtera (well being). Midgley  mem-berikan pengertian kesejahteraan sosial (social welfare)karena sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan ma-terial dan non material adalah “A condition or state of
human well–being” kondisi sejahtera terjadi manakalakehidupan manusia aman dan bahagia karena kebu-tuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan tempattinggal, dan pendapat dapat dipenuhi, serta manakalamanusia memperoleh perlindungan dari berbagai resikoutama yang mengancam kehidupannya.
2. Sebagai pelayan sosial sebagaimana di Inggris, Australia,dan Selandia Baru. Pelayanan sosial umumnyamencakup lima bentuk berupa jaminan sosial (social
security), pelayanan sosial, pendidikan, perumahan, danpelayanan sosial personal (personal social service).
3. Sebagai tunjangan sosial seperti di Amerika Serikat.  DiAS, tunjangan diberikan kepada orang miskin karenasebagian besar penerimaan welfare adalah orang-orangmiskin, cacat, pengangguran; keadaan ini kemudianmenimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraanseperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan yangsebenarnya lebih tepat disebut “social welfare”.
4. Sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan olehperorangan, lembaga-lembaga sosial masyarakatmaupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkankualitas kehidupan.
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Sedangkan di Indonesia, konsep kesejahteraan merujukkepada kesejahteraan sosial berupa serangkaian aktivitasyang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk me-ningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia sebagaisebuah proses untuk menciptakan kondisi sejahtera.153Kesejahteraan (welfare) yang secara konseptual mencakupsegenap proses dan aktivitas menyejahterakan warga Negaradan menerangkan sistem  pelayanan sosial dan skema perlin-dungan bagi kelompok yang kurang mampu.
2.4  Konsep  Keadilan dalam Perjanjian Perdagangan
GarmenKonsep yang mendasari keadilan adalah keseimbanganantara kewajiban dan hak.154 Karena hakikat dari adil adalahdipenuhinya segala sesuatu yang merupakan hak dankewajiban, terutama dalam hubungan hidup kemanusiaan.Hal ini berlaku pada hubungan keadilan antar masyarakatNegara dan warganegara. Dapat dikatakan bahwa hak dankewajiban sangat menentukan terwujudnya keadilan sosial.Pada bagian Pembukaan UUD RI 1945, disebutkanbahwa tujuan bernegara adalah “menyejahterakan rakyat.”Demikian dalam tatanan kebijakan memang dilalui sudah adaniat dan ikhtiar ke arah tersebut hanya saja perwujudannya
153  Ibid
154  Abdul Kadir, Pancasila, Jakarta: Pustaka Ashari, 2005, hlm. 40.
155  Arief Sidharta, op. cit, 2008, hlm. 215.
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dianggap masih jauh dari harapan kebanyakan rakyat.”155Keadilan yang kaitannya dalam perjanjian perdaganganmenerangkan secara sederhana tentang adanya dua pihakyang saling mengikatkan diri tentang suatu hal dalamperjanjian perdagangan.156  Asas kebebasan berkontrakdalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata ini disampingmenganut asas kepastian (ketertiban) dan memenuhituntutan keadilan.157 Pasal ini menganut itikad baik, bahwasemua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baiksebagai ukuran subyektif dimaksudkan, pelaksanaan ituharus berjalan dengan mengindahkan norma-normakepatutan dan kesusilaan sebagai ukuran obyektif.158 Untukmenilai pelaksanaan perjanjian perdagangan yang harusberjalan di atas rel yang benar.Unsur itikad baik subyektif adalah kejujuran pada diriseseorang atau itikad baik yang bersih dari para pihak.Sedangkan unsur itikad baik obyektif adalah pelaksanaanperjanjian itu harus mematuhi peraturan yang berlaku sertamengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.Dalam suatu perjanjian muncul suatu hak dan kewajibanbagi yang berkontrak. Berkenaan dengan undang-undangyang menetapkan kapan dan bilamana dinyatakan adaperikatan, maka disitu mengatur kewajiban para pihak dan
156  Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai
1456 BW, Jakarta: PT  Raja Grafindo Persada, 2008 hlm. 64.
157  Subekti, Hukum Perjanjian, hlm. 41.
158 Ibid
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bersifat memaksa. Demikian perjanjian dalam perdaganganbisnis, seperti perjanjian perdagangan garmen, selain harusmengikuti asas–asas dasar yang menjadi landasan dalamhukum perjanjian dan sifatnya yang mengikat juga parapihak yang berkontrak harus memenuhi rasa keadilan.Di negara yang menganut sistem Civil Law sepertiIndonesia, Hukum Perjanjian mensyaratkan ditegakkannyakeadilan dalam hal-hal khusus; perjanjian ditafsirkanberdasarkan salah satu asas dalam hukum kontrak yangterkandung dalam asas itikad baik. Ketentuan ini diatur dalampasal 1338 ayat (3) KUHPerdata  bahwa perjanjian harusdilaksanakan dengan itikad baik. Dengan menggunakan asasini akan dapat dicegah jika terjadi penyelesaian yang tidakadil. Itikad baik para pihak dalam perjanjian sangat ditekank-an pada tahap perjanjian dan secara pasti itikad baik harusselalu ada di pihak yang satu dan dapat diperhatikan olehpihak lainnya.159 Sehingga keadilan (justice) sebagai suatuyang berimbang tidak harus selalu dalam pengertian samaberat.Setiap manusia memperoleh kesempatan yang luassecara adil untuk mengembangkan potensi (lahiriah danbatiniah) secara utuh. Adapun usaha mewujudkanpengayoman ini menurut Arief Sidharta ada 5 (lima) hal, 160
159 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2007, hlm. 7.
160 Arif Sudharta, Butir-butir Pemikiran dalam Hukum, Bandung: PT Refika Aditama,
2008, hlm. 215.
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yaitu:1. Ketertiban dan keteraturan yang memunculkan predik-tabilitas2. Kedamaian yang berketentraman3. Keadilan yang meliputi (a) keadilan distributif, (b.keadilan komutatif, (c) keadilan indikatif, dan (d)keadilan protektif.4. Kesejahteraan dan keadilan sosial.5. Pembinaan akhlak luhur berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa.Jadi jelaslah keadilan yang disebutkan dalam Pancasilaada dua kali adil dan keadilan dan dua kali dalam pembukaanUUD 1945 yang merupakan Dasar Negara yang paling tinggi,sehingga dapat dipastikan bahwa keadilan adalah saripatidalam kehidupan yang paling tinggi.161 Keadilan ini yangfungsinya untuk membagi hak dan kewajiban.Dalam konteks keadilan yang dikenalkan Aristotelesyaitu konsep keadilan korektif yang mengatur peng-administrasian atau proses penerapan aturan hukum. Dalammeregulasikan relasi-relasi hukum, suatu standar yang umumatas beragam konsekuensi yang ditimbulkan oleh perilaku-perilaku tertentu, yang harus diukur dengan suatu standaryang obyektif162, bahwa:
161 Ibid
162 Ibid., hlm. 183.
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1. Penerapan hukuman (sanksi) dalam cara-cara yangpasti akan menembus tiap kejahatan pidana2. Restitusi akan menembus tiap-tiap kerugian yang timbulakibat wanprestasi.Hal kerugian dan kerusakan suatu perbuatan harusdipulihkan dengan mengambil tindakan-tindakan yang akanmembawa keuntungan (untuk menutupi kerugian). Untukdapat mengetahui konsep keadilan yang bagaimana yangditerapkan dalam bidang perdagangan ekonomi perlumengenal dua (2) konsep keadilan. Menurut Aristoteles adadua pengertian163 yaitu:1. Commutative justice (keadilan dalam harga pertukaran);harga yang adil (justice price) adalah tingkat harga yangmemberikan kepada produsen setiap komoditi, hasilyang sesuai dengan kedudukan sosial berdasar profesidan keahliannya.2) Distributive justice (pendapatan yang cukup layak bagisetiap orang). Maka menjadi keprihatinan Aristoteles bilaterjadi penumpukan kekayaan oleh para pedagangadalah karena proses itu telah mengubah pertukaran-pertukaran dan berakibat pada pembagian pendapatan.Konsep distibutive justice ini lalu dikembangkan olehJohn Ralws dalam bukunya Theory of Justice. Prinsip
Distributive of Justice merupakan prinsip normatif yang
163  Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1988, hlm. 22.
164  Ibid.
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dibentuk sebagai pedoman untuk membagi keuntungan danbeban di dalam kegiatan ekonomi.164 Konsep distributive
justice pada intinya adalah pembagian atas kewajiban dan hakdi dalam ekonomi tidak selalu harus menerapkan kesetaraanyang umum (pembagian yang sama tanpa menilai karakterdan individu-individu yang ada di dalamnya). Menurutnyakeadaan dapat terbentuk didalam tindakan yang tidaksebanding dimana memberikan hak yang lebih besar dankewajiban yang kecil bagi masyarakat dengan tingkatekonomi rendah, sehingga memberikan kesejahteraan yanglebih besar daripada kesetaraan dilakukan secara tegas,dimana hak dan kewajiban diberikan dalam tingkat yangsama.165Menurut teori keadilan distributif John Rawls, pasarmemberi kebebasan dan peluang yang sama bagi semuapelaku ekonomi karena dengan kebebasan adalah nilai dansalah satu hak asasi paling penting yang dimiliki oleh manusiadan pasar memberi peluang bagi penentuan diri manusiasebagai makhluk yang bebas. Adapun prinsip-prinsipkeadilan distributif John Rawls meliputi:1661. Prinsip kebebasan yang sama — Setiap orang harusmempunyai hak yang sama atas sistem kebebasan dasaryang sama yang paling luas sesuai dengan sistemkebebasan serupa bagi semua keadilan menuntut agar
165  Ibid.
166  Sony Keraf, Op.,Cit., hlm. 141.
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semua orang diakui, dihargai dan dijamin haknya ataskebebasan secara sama.2. Prinsip perbedaan (Difference Principle) — Menuntutketidaksamaan sosial dan ekonomi harus sedemikianrupa sehingga ketidak samaan tersebut (a) mengun-tungkan mereka yang paling kurang beruntung, dan (b)sesuai dengan tugas dan kedudukan yang terbuka bagisemua dibawah kondisi persamaan kesempatan yangsama.Keadilan distributif John Rawls tersebut sering jugadisamakan dengan keadilan sosial (social justice) yangdianut bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalamPancasilan sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyatIndonesia.”  Sila ini bertujuan menjadikan masyarakat yangadil dan makmur sebagai wujud akhir dan arah yang ditujudan mencakup keadilan hukum, ekonomi, politik, sosialbudaya, dan moral.167 Demikian  juga orang memandangmoralitas bukan sebagai prinsip-prinsip tindakan yangabsolut atau sebagai hal yang bisa ditemukan oleh akalpikiran, melainkan sebagai ekspresi sikap manusia terhadaptindakan yang bisa berbeda dari masyarakat ke masyarakatatau individu ke individu.168Keadilan distributif harus membagi segalanya dengancara yang sama kepada para anggota masyarakat. Secara jelas,
167 Mubyarto, op.cit, hlm. 206.
168 H.L.A Hart, The Concept Of Law,  New York:  Calerencon Press Oxford, 1997,
hlm. 242.
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aspek sosial dan ekonomi diberikan kepada semua wargaagar mendapatkan kehidupan yang layak dan kesempatanyang sama. Ketidakadilan muncul apabila —misalnya—pemerintah mengistimewakan orang-orang tertentu yangtidak mempunyai hak khusus, seperti dalam mendapatkanproyek-proyek pembangunan atau izin impor barang.169bahwa prinsip dasar keadilan distributif adalah “Distributifekonomi yang merata atau yang dianggap adil bagi semuawarga negara. Dengan kata lain, keadilan distributifmenyangkut pembagian kekayaan ekonomi atau hasilpembangunan”.Pada prinsipnya teori keadilan menurut John Rawls,Bertens, serta Sony Keraf  intinya adalah dalam pelaksana-annya keadilan sosial, satu orang atau beberapa orang sajatidak berdaya. Pelaksanaan keadilan sosial tergantung daristruktur-struktur masyarakat di bidang sosial, ekonomi,politik, budaya, dan sebagainya.Sehubungan dengan konsep keadilan distributif ataukeadilan sosial John Ralws jika dikaitkan dengan UKM, samadengan yang dimuat dalam Pasal 2 dan 3  Undang-UndangNomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM,170 yaitu UMKMbertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanyadalam rangka  membangun perekonomian nasional ber-dasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Terhadap
169  Sony Keraf, Op.Cit, hlm. 142
170  Lihat  Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dalam Pasal 2
dan 3, hlm.6.
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pengusaha lokal ataupun importir dalam bersama-samamembangun perekonomian nasional.Dari uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwaaturan dalam perjanjian yang dibuat harus mempertim-bangkan rasa keadilan karena hukum akan mengikat semuaorang sebagai warga negara.
2.5 Pembangunan  Hukum  Perjanjian Perdagangan
Garmen dalam  Pengembangan Perekonomian
IndonesiaDalam rangka pembangunan hukum untuk melakukankegiatan ekonomi di Indonesia dapat melalui pendekatanTeori Hukum Pembangunan yang dikemukakan MochtarKusumaatmaja dengan melihat fungsi hukum dalammasyarakat.Menurut Mochtar Kusumaatmaja, fungsi hukum dapatdiketahui dari tujuan hukum. Sebagaimana diketahui, tujuanpokok dari hukum adalah ketertiban (order), karenaketertiban ini syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatumasyarakat manusia yang teratur. Disamping ketertiban,tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan, laluuntuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka harusdiupayakan adanya kepastian dalam pergaulan antar manu-sia dalam masyarakat.171
171  Mochtar Kusumaatmadja, Konsep – Konsep Hukum Dalam Pembangunan
Kumpulan Karya Tulis, Bandung: PT Alumni, 2002, hlm. 3.
75PERLINDUNGAN HUKUM UKM DALAM PERDAGANGAN GARMEN
Hukum berfungsi sebagai alat untuk memeliharaketertiban dalam masyarakat artinya fungsi hukum inisifatnya konservatif, hukum juga bersifat memelihara danmempertahankan yang telah dicapai. Demikian bagimasyarakat yang sedang membangun hukum harus dapatmembantu proses perubahan dalam masyarakat itu.172Dalam menanggapi pendapat Rosco Pound yangmenyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untukmewujudkan perubahan di bidang sosial (Law as a Tool of
Social Engineering), Mochtar Kusumaatmadja mengemu-kakan bahwa harus sangat berhati-hati agar perubahantersebut tidak sampai menimbulkan kerugian dan kesulitanmasyarakat. Oleh karena itu, di masyarakat yang sedangmembangun memerlukan pendidikan yang lebih baik dalamarti meliputi suatu spektrum ilmu-ilmu sosial dan budayayang dibutuhkan dalam mempelajari hukum positif diIndonesia, bahkan, menurutnya hukum berperan sebagaisarana pembangunan.Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum dapatmempunyai arti yang luas,173 yakni:“Hukum itu tidak saja memerlukan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan
172 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam
Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminolog Fakultas
Hukum UNPAD, Bandung: Binacipta, 1976, hlm. 3.
173 Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan
Nasional, Bandung: Bina Cipta, 1986, hlm. 1.
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manusia dalam masyarakat melihat pula lembaga-lembaga (Institution) dan proses-proses (proces) yangmewujudkan berlakunya kaidah-kaidah dalamkenyataan.”Bagi masyarakat yang sedang membangun, hukumharus berorientasi ke masa depan yang searah dengan pem-bangunan. Sedangkan fungsi hukum dalam pembangunanbukan hanya sebagai alat, bahwa lebih jauh dari itu fungsihukum dapat melakukan upaya untuk menggerakkanmasyarakat dalam berperilaku sesuai dengan cara-cara baru.Seperti fungsi hukum bagi sarana pembaharuan masyarakatdalam arti hukum tersebut dapat mengikuti masyarakat yangsedang membangun.174Dalam konsep hukum pembangunan Mochtar yangmemiliki dua aspek yakni aspek pembinaan dan aspekpembaharuan hukum.175 Aspek pembinaan memerlukanpemeliharaan, perlindungan dan pengamanan hukum,sedangkan dari aspek pembahasan hukum dalam masya-rakat yang sedang membangun merupakan masyarakatyang sedang membangun perubahan. Maka dari itu, hukumharus pula mendorong proses perubahan masyarakat.Demikian halnya peranan hukum dalam pembangunanadalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengancara yang teratur, melalui prosedur hukum, baik berwujudperundang-undangan maupun keputusan badan-badan
174  Ibid
175  Mochtar Kusumaatmadja, Op. Cit., hlm. 13 – 15.
77PERLINDUNGAN HUKUM UKM DALAM PERDAGANGAN GARMEN
peradilan lebih baik dari pada perubahan yang tidak teraturdapat menimbulkan hal yang tidak terkendali.Jika menggunakan hukum sebagai alat pembaharuanmasyarakat, maka diharuskan memiliki pengetahuan yangluas dan dalam dari pengetahuan pada lazimnya danpengetahuan atas kaidah-kaidah yang berkembangdimasyarakat tidak lebih mudah mengingat karakteristik,heterogenitas masyarakat Indonesia memiliki perbedaanagama, bahasa, tradisi dan lainnya.Selanjutnya, Mochtar Kusumaatmadja mengusulkantahapan hukum pembangunan nasional yang dilakukansecara komprehensif yang melibatkan pemahaman danmenyelesaikan problem area sebagai berikut:1. Inventarisasi dan dokumentasi hukum yang berlakumelibatkan kelengkapan dokumentasi sistem hukumnasional, publikasi terdiri dari monografi hukumkebisaaan (adat) suatu daerah dan majalah serta wartahukum.2. Media dan personil mengandung bahasa dan meme-lihara kesadaran hukum masyarakat dan terakhir dalampenerapan hukum, perbaikan penerapan dalam per-adilan hukum.3. Perkembangan hukum nasional mengandung unsur–unsur pemilihan  bidang hukum yang akan dikembang-kan sesuai dengan prioritas keperluan feasibility untukbidang hukum yang netral dapat segera dilaksanakan
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untuk bidang-bidang yang sensitif mengandung nilai-nilai masyarakat yang tidak netral dapat ditangguhkanatau dilaksanakan secara bertahap perubahan yangpokok/fundamental diperlukan dengan tambahanpertimbangan politik, ekonomis dan/atau sosial danfaktor eksternal, seperti pengaruh perdagangan global,sedangkan dalam penggunaan modal asing untuk tidakditerapkan secara langsung melainkan melalui adaptasidengan nilai sosial budaya bangsa.
2.6 Perjanjian sebagai Dasar Perdagangan Ekspor-
ImporDalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)hanya dikenal perikatan yang lahir dari perjanjian dan lahirdari undang-undang atau yang secara lengkap dapatdijabarkan sebagai berikut:“Perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang bersumber dari undang-undangdibagi dua yaitu dari undang-undang saja dan dariundang-undang karena perbuatan manusia. Selanjutnyaperikatan yang lahir dari undang-undang karenaperbuatan manusia dapat dibagi dua,  yaitu perbuatanyang sesuai hukum dan perbuatan yang melanggarhukum.”176
176 Ahmad Miru, Op. Cit., hlm.1.
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Pengaturan mengenai perjanjian terdapat dalam bukuIII   KUHPerdata. dimana terdapat aturan umum yang berlakuuntuk semua perjanjian dan aturan khusus yang berlakuhanya untuk perjanjian tertentu saja yang namanya sudahdiberikan undang-undang. Istilah perjanjian dalam bahasaBelanda, overeenkomst; dalam bahasa Inggris contract.177Untuk memenuhi keinginan memiliki hukum yang modernyakni undang-undang yang dibutuhkan pada masyarakatindustri adalah terhindar dari proses transplantasi hukumdari Eropa ke hukum Indonesia.178Dalam kaitan dengan pembangunan hukum, khususnyaHukum Perjanjian di Indonesia, maka dalam hukumperjanjian tersebut mengandung terdapat ketentuanmemaksa dan ketentuan pelengkap. Dalam ketentuan yangmemaksa, para pihak tidak dapat menyimpang dari keten-tuan tersebut; namun dalam ketentuan yang bersifatpelengkap masih memberikan kemungkinan bagi para pihakuntuk mengadakan syarat-syarat sesuai kehendak parapihak asalkan tidak melanggar asas ketertiban umum. Unsurkebebasan itu menunjukkan bahwa hukum perjanjianmenganut sistem terbuka.Menurut Subekti, hukum perjanjian menganut sistemterbuka karena hukum perjanjian memberikan kebebasan
177 W. Van Hoeve, Kamus Belanda Indonesia, Jakarta: PT  Ikhtiar Baru Van Hoeve,
1999, hlm. 36.
178 Tim HAM RI,  Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil
Amandemen, Jakarta: BPHN, 2006, hlm.26.
179  Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermassa, 1978, hlm.13.
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yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakanperjanjian yang berisi dari bermacam apa saja asal tidakmelanggar ketertiban umum dan kesusilaan.179 Para pihakdiperbolehkan mengatur sendiri kepentingannya dalam per-janjian yang dibuatnya sendiri.Dalam sistem terbuka yang mengandung asas kebebasanberkontrak seperti yang dituangkan dalam pasal 1338 ayat(1) KUHPerdata. Pasal ini mengisyaratkan soal diper-kenankannya untuk membuat perjanjian yang isinya sesuaidengan kehendak para pihak. Sistem terbuka ini menurutMariam Darus Badrulzaman bahwa kebebasan berkontrakmerupakan salah satu asas yang sangat penting didalamhukum perjanjian. Kebebasan ini adalah mewujudkan darikehendak bebas.180
2.7 Asas  Kebebasan Berkontrak sebagai Dasar
Perjanjian  Perdagangan Ekspor-ImporDalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapatasas-asas penting yang perlu mendapat perhatian dalammembuat perjanjian. Salah satunya adalah asas kebebasanberkontrak. Asas ini digunakan dalam membuat perjanjianbaik dalam sistem  civil law maupun sistem  common law.Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) me-nyatakan setiap orang dapat secara bebas membuat per-
180  Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi  Hukum Perikatan, Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2001, hlm.84.
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janjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidakmelanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Asasini dikatakan juga dengan sistem terbuka, artinya bahwadalam membuat perjanjian para pihak diperkenankan untukmenentukan isi dari perjanjian dan sebagai undang-undangbagi para pihak sendiri dengan mengacu kepada perjanjianyang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ketentuanundang-undang.Asas kebebasan berkontrak juga dimaksudkan adalahsetiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja baiksudah ataupun belum diatur oleh Undang-Undang, bebasuntuk tidak mengadakan perjanjian, bebas untuk meng-adakan perjanjian dengan siapapun dan juga bebas untukmenentukan isi, syarat dan luasnya perjanjuan, kebebasandalam asas ini, asalkan tidak melanggar undang-undang tidakmelanggar ketentuan ini dan kesusilaan sebagaimana yangdiatur dalam pasal 1338 KUHPer.Kebebasan berkontrak telah diakomodasi sejak jamanlahirnya civil law pada tahun 1804 dengan semangat hukumalam dengan kebebasan pribadi untuk terlibat dalamkegiatan-kegiatan perekonomian. Masyarakat Prancis waktuitu masih dipengaruhi hukum tradisional masyarakatRomawi. Civil law antara lain mengatur bahwa jika seseorangtelah melakukan suatu kesalahan sekalipun hal tersebutdisebabkan bukan karena suatu kesengajaan, tetapi karena
181  Ibid.
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kelalaian maka orang tersebut tetap diwajibkan untukmemberikan ganti rugi, artinya di sini pada sejarah lahirnya
civil law, telah mengakomodasikan kebebasan pada seseoranguntuk melakukan aktivitas keperdataan dan kebebasan ter-tanggungnya dan hak-hak keperdataan yang dimilikinya.181Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangatpenting didalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalahperwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi,sedangkan asas kebebasan berkontrak menurut sistem civil
law sebagai berikut:1821. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuatperjanjian.2. kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa inginmembuat perjanjian.3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dariperjanjian yang akan dibuatnya.4. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian5. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangketetapan UU yang bersifat opsional.Seiring dengan perkembangannya asas kebebasanberkontrak dalam sistem common law, mempunyai sejarahdan latar belakang yang berbeda, yakni tumbuh pertama kalidan mempunyai pengaruh sangat kuat dari Inggris padaabad ke-19 ini. Meskipun asas kebebasan berkontrakmengandung dua konsep walaupun berbeda, namun masih
182  Hasanuddin Rahman,  Merancang Kontrak Bisnis,  Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2003, hlm. 15.
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berhubungan satu sama lain, yaitu kontrak didasarkan padapersetujuan timbal balik dan pembuatan suatu kontrak adalahhasil dari pilihan bebas yang tidak dicampuri oleh tekananeksternal. Campur tangan pemerintah dan legislatif, makadengan sistem common law ini, tidak seorang pun terikatuntuk membuat kontrak apapun, jika ia akan tidak meng-hendakinya.Kebebasan berkontrak (freedom of contract) hingga saatini tetap menjadi asas penting dalam sistem hukumperjanjian di Indonesia, baik dalam sistem civil law, system
common law, maupun dalam sistem hukum lainnya. Hal inidikarenakan, asas kebebasan berkontrak merupakan suatuasas yang bersifat universal, berlalu di semua negara.Menurut Mariam Darus Badrulzaman, bahwa kebebasanberkontrak adalah salah satu asas dari hukum kontrak dan iatidak berdiri sendiri.183 Maknanya hanya dapat ditentukansetelah memahami posisinya dalam kaitan yang terpadudengan asas-asas hukum kontrak yang lain yang secaramenyeluruh. Asas-asas merupakan pilar, tiang, pondasi darihukum kontrak.Dalam hal ini, ketentuan-ketentuan dalam kontrak harusmencerminkan keadilan, karena mengikat seseorang untukmematuhi janjinya sendiri dan mematuhi kepentingan orangjuga menerima janji, seperti dalam kegiatan ekonomi, makatidak berjalan efektif, jika janji tidak dipatuhi oleh para pihak.
183  Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Bandung: PT Alumni, 1994,
hlm. 84.
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2.8 Wanprestasi dalam Perdagangan Ekspor-ImporDalam perjanjian apabila salah satu pihak debitor tidakmelakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakanwanprestasi, alpa, lalai, ingkar janji, atau melanggar per-janjian.184 Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yangberarti prestasi buruk (waandaad yang berarti perbuatanburuk).185 Adapun pengertian umum tentang wanprestasi186adalah “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat padawaktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”.Wanprestasi timbul dari persetujuan yang artinya, untukmendalilkan suatu subyek hukum telah wanprestasi harusada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak dariperjanjian tersebut, maka muncul kewajiban para pihakuntuk melakasanakan isi perjanjian (prestasi). Apabila suatupihak tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi sesuaidengan perjanjian itu, maka pihak tersebut dianggap telahmelakukan wanprestasi untuk memberikan sesuatu atautidak berbuat sesuatu yang tidak menetapkan kapan debitorharus terlebih dahulu diberikan tegoran (sommatie) agarmemenuhi prestasi, khususnya yang sering terjadi dalam per-dagangan ekspor-impor.Dalam perdagangan ekspor-impor, resiko kerusakan danpencurian di perjalanan yang dialami dan seringkali terjadi,
184 Subekti, Op. Cit., hlm. 45.
185 Ibid
186 Yahya Harahap, op,.cit, hlm. 60.
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misalnya kerusakan (damage), susut (lost-shortage),pencurian (theif), atau pencolengan (pilferage).187 Tentu sajasemua itu akan merugikan eksportir maupun penerimabarang perdagangan (importir). Bisnis perdagangan ekspor-impor  termasuk jenis bisnis yang berisiko tinggi karenatransportasi bisnis melalui ekspor-impor  dan menempuhjalur laut dan udara serta melalui jarak yang sangat jauh,sehingga sangat mungkin menimbulkan kerusakan barang,atau terjadi cacat barang saat barang masih dalam perjalanan.Faktor risiko lain yang dapat menyebabkan wanprestasiadalah salah satu pihak tidak bisa membayar tagihan. Halsemacam ini disebut risiko nonpayment 188 yang berartibarang sudah dikirim, tetapi tagihan piutang tidak bisaditerima eksportir/importir. Cara mengatasi risiko kerusakanfisik maupun risiko nonpayment adalah menggunakanasuransi laut (marine insurance). Asuransi ini menanggungsemua risiko yang hilang atau kerusakan atas barang-barangyang dipertanggungkan. Sedangkan penggantian asuransikerusakan umum dan biaya penyelamatan harus disebutkandalam perjanjian kontrak oleh para pihak agar terjadipenggantian atau ganti rugi sesuai dengan isi perjanjian parapihak tersebut. Risiko kehilangan atas barang yang disebut-kan seperti pemogokan, larangan kerja, atau gangguanperburuhan huru-hara dan keributan, sehingga barang yang
187 Amir M S, Kontrak Bisnis Ekspor-impor , Jakarta: PPM Manajemen, 2010, hlm. 19.
188  Ibid, hlm. 140
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diperjanjikan tidak tepat datang pada waktunya atau ingkarjanji tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.  Akibatnya, salahsatu pihak dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjiantelah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yangditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak sepa-tutnya atau selayaknya.189Jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya,tetapi para pihak akan dianggap lalai dengan lewatnya waktuyang ditentukan, makapelaksana prestasi itu harus dahuluditagih ke pada salah satu yang menghendaki pelaksanaanperjanjian. Kalau prestasi seketika dilakukan, misalnyabarang yang diperjanjikan sudah ditangan atau diterimaimportir, maka menurut Subekti prestasi tersebut dapat di-tuntut seketika.190 Apabila prestasi tidak seketika dilakukan,maka si eksportir perlu diberikan waktu yang pantas. Misal-nya barang belum berada ditangan importir, makapembayaran kembali.Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan), dalam kenya-taannya, sukar untuk menentukan saat salah satu pihak/debitor dikatakan tidak memenuhi perikatan. Karenaseringkali terjadi ketika para pihak mengadakan perjanjiantidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjiantersebut. Didalam perjanjian dimana waktu untuk melak-sanakan prestasi itupun ditentukan, cidera janji tidak terjadi
189  Yahya Harahap, op.cit, hlm. 61.
190   Subekti, loc.cit, hlm. 46.
87PERLINDUNGAN HUKUM UKM DALAM PERDAGANGAN GARMEN
dengan sendirinya,191 sehingga berakibat pada peristiwayang begitu penting namun tidak dipenuhinya perjanjian,maka kreditur/pihak yang dirugikan dapat minta ganti rugiatas ongkos rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk adanyakewajiban ganti rugi bagi salah satu pihak/debitor. Undang-undang menentukan bahwa salah satu pihak/debitor harusterlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai(ingebrekestelling).192Pernyataan ini dimuat dalam pasal 1243 KUHPerdatayang menyatakan:193“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidakdipenuhinya Suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan,apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhiperikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yangharus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikanatau dibuat dalam tenggang waktu yang telahdilampaukannya”.Dimaksud dalam keadaan lalai ialah peringatan dari salahsatu pihak/kreditor saat selambat-lambatnya salah satupihak/sebitor ingkar janji (wanprestasi). Salah satu pihak/debitor begitu dinyatakan dalam keadaan lalai, maka dapatdiancam atau dikenakan sanksi hukuman sebagai berikut:194a. Membayar kerugian yang diderita oleh salah satu pihak/kreditor atau yang dinamakan ganti rugi.
191  Ibid., hlm. 19.
192  Ibid
193  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op, Cit., hlm. 324
194  Subekti, Loc.Cit.
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b. Pembatalan perjanjian atau yang dinamakan pemecahanperjanjianc. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakandidepan hukum.Sanksitersebut berupa ganti rugi yakni berupa biaya,rugi dan bunga, yang dimaksud dengan biaya adalah segalapengeluaran perongkosan yang nyata-nyata sudahdikeluarkan oleh satu pihak. Kemudian yang dimaksuddengan rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang yang dikirim kepunyaan salah satu pihak yangdiakibatkan oleh salah satu pihak eksportir maupun importir,sedangkan yang dimaksud dengan bunga adalah kerugianyang berupa kehilangan keuntungan (winstderving), yangsudah dibayangkan atau dihitung oleh salah satu pihak/kreditor.Dalam hal ganti rugi, biasanya salah satu pihak/debitorhanya memberikan ganti rugi, kalau kerugian itu mempu-nyai hubungan langsung dengan ingkar janji atau antaraingkar janji dengan kerugian harus ada hubungan sebabakibat (kausal). Menurut pasal 1248 KUHPerdata disebutkansebagai berikut:“Bahkan jika hal hukum dipenuhinya perikatan itudisebabkan tipu daya si berutang, penggantian biaya rugidan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanyaoleh siberpiutang dan keuntungan yang terhilangbaginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakanakibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan”.
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Dalam hal ganti rugi karena wanprestasi adalah suatubentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitor yang tidakmemenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditordan debitur.Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditor kepadadebitor sebagai berikut:1951. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa peng-gantian biaya-biaya dan kerugian.2. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh ditujukanuntuk membayar bunga-bunga.Namun dalam perkembangannya, menurut para ahli danyurisprudensi, kerugian dapat dibedakan menjadi 2 (dua)macam sebagai berikut:196
1. Ganti rugi materiil adalah suatu kerugian yang dideritakreditur.
2. Ganti rugi immaterial adalah suatu kerugian yang dideritaoleh kreditor yang tidak bernilai uang seperti rasa sakit,mukanya pucat, dan lain-lain.
2.9 Keadaan Memaksa (Force Majeur) dalam
Perjanjian Perdagangan Ekspor-imporSalah satu hal yang perlu diperhatikan dalam ganti rugidalam menyusun suatu perjanjian adalah ketentuan tentang
195  Subekti, op.cit, hlm. 101..
196  Ibid
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keadaan memaksa (force majeur). Salah satu pihak yangdituduh lalai dan diminta kepadanya seupaya diberikan hu-kuman atas kelalaiannya, ia dapat membela diri dengan meng-ajukan pembelaan.Adapun yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau
overmacht (force majeur) adalah suatu keadaan yang“memaksa” atau suatu alasan untuk dibebaskan darikewajiban membayar ganti rugi.197Keadaan memaksa (force majeur) diatur dalam Pasal1244 KUHPerdata yang berbunyi:“Jika ada alasan untuk itu siberutang harus dihukummengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapatmembuktikan bahwa hal tersebut atau tidak pada waktuyang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkankarena suatu hal yang tidak terduga pun tidak dapatdipertanggung jawabkan padanya kesemuanya itupunjika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”198Dalam Pasal 1245 KUHPerdata menyebutkan keadaanmemaksa atau hal yang kebetulan ada pada pasal ini ada 2(dua) hal yang dapat menghalangi/merintangi pelaksanaanpemenuhan prestasi:1991. Overmacht, “keadaan memaksa”, atau keadaan yangberada diluar kemampuan salah satu pihak/debitur.
197  Ibid, hlm. 55.
198  Subekti, Tjitrasudibio, Op. Cit., hlm. 324.
199  Yahya Harahap, Op. Cit., hlm. 83.
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2. Toeval, adalah kejadian yang tiba-tiba yang tidak dapatdiperhitungkan sebelumnya oleh  salah satu pihak.Meskipun terdapat istilah overmacht dan toeval, namuntidak memiliki pengertian yang berbeda, meskipun kedua-nya mempunyai makna yang hampir sama, yakni meng-halangi/merintangi salah satu pihak/debitor untuk mela-kukan kewajiban yang diperjanjikan.Menurut undang-undang, disebutkan ada 3 (tiga) unsuryang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa:200a. Tidak memenuhi prestasi.b. Ada sebab yang terletak diluar kesalahan salah satu pihak/debitur.c. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidakdapat dipertangung jawabkan kepada salah satu pihak/debitur.Menurut undang-undang, keadaan memaksa (force
majeur) merupakan salah satu alasan yang dapat dijadikanpembenar (Rechtvaardigingsground) untuk membebaskanseseorang dari kewajiban membayar ganti rugi.201 Unsur-unsur dari keadaan memaksa yaitu adanya hal yang tidakterduga dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadaseseorang, sedangkan yang bersangkutan dengan segala dayaberusaha secara patut memenuhi kewajibannya. Keadaanmemaksa mengakibatkan perjanjian tidak lagi bisa bekerja
200  Mariam Darus Badrulzaman, Op, Cit., hlm. 25
201  Ibid,hlm.25
202  Ibid, hlm. 28.
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(working) meskipun perjanjian sendiri tetap ada.Akibat dari keadaan memaksa 202, yaitu:a. Salah satu pihak/kreditor yang dirugikan tidak dapatmenuntut agar perikataan itu dipenuhi.b. Tidak dapat mengatakan salah satu pihak/debitor beradadalam keadaan lalai dan oleh karena itu yang bersang-kutan tidak dapat menuntut.c. Salah satu pihak/kreditor tidak dapat meminta pemu-tusan perjanjian.d. Pada perjanjian timbal-balik maka sangat diwajibkanuntuk melakukan kontraprestasi. Perikatan itu tetap ada,namun yang lengkap hanya daya kerjanya. Perikatanyang tetap ada ini penting pada keadaan memaksa yangbersifat sementara. Perikatan itu kembali mempunyaidaya kerja jika keadaan memaksa itu berakhir.e. Hal-hal yang diketahui sehubungan dengan keadaanmemaksa ini adalah (1) Salah satu pihak/debitur dapatmengemukakan adanya keadaan memaksa dengan jalanpenangkisan (eksepsi) dan (2) Berdasarkan jabatannya,hakim tidak dapat menolak gugat berdasarkan keadaanmemaksa, yang berutang memikul beban untuk mem-buktikan adanya keadaan memaksa.Khusus dalam bidang perjanjian perdagangan, akibatdari force majeure bisa juga terjadi dalam hal:203
203 Iftida Yasar,  Perjanjian Kerja Outsourcing,Jakarta: Penerbit PPM,2009,hlm.41.
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a. Bencana alam, badai, tanah longsor, dan banjir.b. Kebakaran.c. Perang, huru hara, pemberontakan, epidemik dansejenisnya.Apabila force majeure terjadi maka pihak yangmengalami force majeure harus memberitahukan kepadapihak yang lain secara tertulis sesuai yang diperjanjikan olehpara pihak yang membuat perjanjian untuk pemberitahuanpersetujuan. Sedangkan force majeure dibuat dimaksudkanagar klausula yang bisa dicantumkan dalam pembuatankontrak dengan maksud untuk melindungi pokok – pokokapabila terdaftar bagian dari kontrak/perjanjian yang tidakdapat dilaksanakan karena Sebab- sebab yang berada di luarkontrol para pihak atau debitor dan krediitor dan tidak bisadihindarkan dengan melakukan tindakan yang sewa-jarnya.204Dalam keadaan demikian, maka tidak ada pihak yangdibebankan tanggung jawab atau risiko untuk setiapkegagalan atau penundaan terhadap pelaksanaan kewajibansesuai dengan kontrak/perjanjian. Pasal yang terdapat dalamKUHPerdata salah satunya yaitu pasal 1245 yangmenyatakan:205“Tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya apabilalantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian
204  Rai Wijaya, op,cit,. hlm.49.,
205  Lihat pasal 1245 KUHPerdata
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tidak disengaja siberhutang berhalangan memberikanatau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yangterlarang.”Kata “keadaan memaksa” dan “tidak disengaja”mempunyai makna lain jadi yang tepat adalah “diluarkesalahan” dalam suatu force  majeur harus dapat dibuktikanoleh para pihak yang bersangkutan mengenai hal-hal sebagaiberikut:2061. Bahwa ia tidak bersalah2. Bahwa ia tidak dapat memenuhi kewajibannya denganjalan lain sekalipun, dan3. Ia tidak menanggung risiko.Dalam hal ini, terdapat dua (2) Teori atau ajaran keadaanmemaksa  (force majeur) yakni:207a. Ajaran yang Obyektif —Menurut ajaran ini dimanasesuatu tidak mungkin dapat dilaksanakan disebabkanoleh kondisi yang hebat seperti bencana alam ataukecelakaan.b. Ajaran yang Subektif — Menurut ajaran ini keadaanmemaksa ada apabila suatu pihak masih mungkinmelaksanakan prestasi tetapi praktis dengan kesukaranatau pengorbanan yang besar, sehingga dalam keadaanmemaksa salah satu pihak yang merasa dirugikan tidakdapat menuntut pelaksanaan prestasi.
206  Hasanuddin Rahman, Op. Cit., hlm. 207.
207  Ibid, hlm. 27.
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Adapun bentuk dari keadaan memaksa secara umumantara lain oleh keadaan iklim, kehilangan, dan pencurian;sedangkan bentuk yang khusus antara lain undang-undang,peraturan pemerintah, sumpah, serta tingkah laku pihakketiga dan pemogokan. Bentuk -bentuk khusus dari keadaanmemaksa ini adakalanya menimbulkan force majeur, namunadakalanya tidak.
2.10 Perjanjian Kemitraan dalam Perdagangan GarmenMenurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997Tentang Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecildengan usaha menengah, dan/atau dengan usaha besardisertai pembinaan dan pengembangan usaha menengah danatau usaha besar dengan memperhatikan prinsip, salingmemeperkuat, dan saling menguntungkan.208 Selain itu,kemitraan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20Tahun 2008 Tentang UMKM. Dalam undang-undang inidiatur tentang pola kemitraan yang sesuai dengan sifat dantujuan usaha yang dimitrakan dengan di berikan peluangkemitraan seluas-luasnya ke pada usaha kecil yang diberikanoleh pemerintah dan dunia usaha.209 Dalam kemitraan masing-masing pihak melakukanperjanjian kerjasama memberikan kebebasan yang seluas-
208 Lihat, Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang
Kemitraan, Jakarta: Visi Media, 2007, hlm. 45.
209 Ibid
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luasnya kepada para pihak sepanjang tidak melanggar keter-tiban dan kesusilaan, yang artinya para pihak diperbolehkanmembuat ketentuan-ketentuan sendiri kepentingannyadalam perjanjian yang dibuat.210Perjanjian Kemitraan ini menganut sistem terbuka yangmengandung suatu asas kebebasan berkontrak yangdisebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yangberbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlakusebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.211 Artinya, diperbolehkan membuat perjanjian yangberupa dan berisi apa saja dan perjanjian itu akan mengikatbagi yang membuatnya seperti suatu undang-undang.Sedangkan maksud dan tujuan dari Perjanjian Kemitraanusaha adalah “win win solution partnership”, yaitu adanyakesadaran yang saling menguntungkan serta adanya posisitawar yang setara berdasarkan kepentingan masing-masingpihak. Selain itu pada kemitraan ini menganut hubungantimbal-balik yang saling menguntungkan satu sama lain,keuntungan yang proposional, tidak ada yang salingdirugikan semuanya setara, saling percaya, serta salingmemperkuat untuk meraih keuntungan dan kesejahteraanbersama.Salah satu program kemitraan adalah pola perjanjiankemitraan dalam bidang perdagangan, dengan tujuanmemberikan bantuan ke pada UKM berupa kesempatan
210  Subekti, Hukum Perjanjian, Loc. Cip; hlm. 13.
211  Ibid, hlm. 14.
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untuk mengerjakan sebagian produksi atau komponen,kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh bahanbaku yang diproduksinya secara berkesinambungan, bim-bingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen,peralihan, penguasaan dan peningkatan teknologi yangdiperlukan, serta pembiayaan.  Beberapa contoh pola kemitraan dalam perdaganganyang dikembangkan oleh PT  Thamrin City atau PT  JakartaRealty, dan Yayasan Krida Paramita. PT  Thamrin City inimelakukan kegiatan programnya di Jakarta denganmelakukan pola kemitraan dengan kelompok pelaku UKMgarmen batik Solo, mendapatkan fasilitas, pelatihan mana-jemen, gerai atau tempat penjualan gratis, dan pemasaranproduknya.212Pola perjanjian kemitraan tersebut dalam rangkamengembangkan kemitraan dengan para pelaku usaha kecilyang direkomendasi oleh PT Jakarta Reality menjaminkualitas pelayanan kepada mitra usahanya, dengan pelatihanmanajemen penjualan. Dalam pola perjanjian perdagangankemitraan ini harus mengedepankan perdagangan yangberkeadilan dalam berbisnis.Perdagangan merupakan interaksi antara dua pihakyang melakukan perjanjian dalam perdagangan yang salingmenguntungkan. Perdagangan digunakan untuk kesejah-
212  Tempo, Thamrin City Boyong Perajin Batik Solo, Surakarta: Tempo, 19 April
2012, hlm. 1.
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teraaan manusia. Dalam perjanjian perdagangan tujuanyang utama adalah untuk mencapai keadilan, jika faktanyaada ketidak adilan dalam perdagangan, maka hukumlah yangdiminta pertanggung jawaban terhadap ketidak adilan itu.  Dewasa ini, program pengembangan kemitraan dalamperdagangan mendapat sambutan positif dari kalangandunia usaha di Indonesia. Kemitraan usaha adalah konsepdan praktek bisnis yang berkembang dengan istilah yangdigunakan, dan menyebutkan patnership atau bussines,
networking atau strategic alliances  yang intinya dua institusiusaha atau lebih bergabung menyatukan keunggulan masing-masing, kemudian dari penggabungan ini, masing-masingpihak akan memperoleh manfaat yang lebih besar.
2.11 Perjanjian Ekspor Impor dalam Perdagangan
GarmenKegiatan ekspor biasanya dimulai setelah perusahaanmengikuti pameran dagang. Selesai mengikuti pamerandagang biasanya perusahaan menerima sejumlah pesananuntuk di ekspor. 213 Pameran ini biasanya diselenggarakanoleh lembaga pemerintah dan UKM sebagai  binaannya,sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20Tahun 2008 Tentang UMKM yang menyatakan bahwapemerintah wajib melakukan pembinaan UKM.214
213 Amir M.S, Bisnis Ekspor-impor , Jakarta: Penerbit PPM, 2010, hlm. 2.
214 Lihat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM,
hlm. 23.
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Pemerintah menganjurkan kerjasama kemitraan antaraUKM dengan usaha  besar yaitu dalam bentuk proses alihketerampilan di bidang produksi dan pengolahan, pema-saran, permodalan, SDM, dan teknologi.215 Pemerintah jugamenganjurkan kepada mitra usaha besar yaitu melaluiinovasi dan pengembangan produksi yang berorientasiekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologitepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakanpendidikan dan pelatihan.216  Dengan cara pembinaan sepertiini, maka pada pelaku usaha atupun karyawan memperolehbanyak pelajaran yang kelak sangat berguna untukmemperlancar dan meningkatkan pemasaran dalam negeridan untuk meningkatkan keunggulan daya saingnya.Ekspor menunjukkan kegiatan yang positif disampingekspor juga mengurangi dampak penurunan  penjualandalam negeri karena daur hidup komoditas pasar eksporberjalan lebih lambat disbanding daur hidup pasar dalamnegeri pada saat pasar domestik lesu, maka pasar eksporsering kali masih kuat.217  Hal ini teradapat dalam PetunjukTeknis Kementerian Perdagangan RI Tahun 2012  dalampenyusunan laporan kinerja ekspor-impor  propinsi yangmempunyai tujuan sebagai berikut2181. Untuk mengetahui atau memperoleh gambaran tentangkeadaan struktur dan permasalahan yang dihadapi oleh
215 Ibid.
216  Ibid.
217  Ibid.
218  Amir M.S., Op.Cit, hlm. 4
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komoditi ekspor-impor  daerah di pasar domestik sertaprospek ekspornya dalam rangka perolehan devisa.2. Tersusunnya hasil evaluasi ekspor-impor  sebagai bahanmasukan bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan/keputusan.3. Mengetahui permasalahan/hambatan yang dialami olehpara eksportir/importir dalam pelaksanaan ketentuanekspor-impor  yang dimaksud.Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006Tentang Kepabeanan, ekspor adalah kegiatan mengeluarkanbarang dari daerah pabean;219 sedangkan impor adalahkegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.220Kegiatan pada UKM bidang ekspor ini adalah UKM daerahyang dikirim untuk mengikuti kegiatan pendidikan, pelatihan(Diklat) di pusat Jakarta, yang merupakan UKM terbaik didaerah yang mempunyai reputasi  dan produk terbaik.221Mekanisme kegiatan tersebut juga diatur dalam  PetunjukTeknis Kementerian Perdagangan222Dalam perjanjian perdagangan ekspor-impor ,  seringmengandung resiko tinggi, karena pada bisnis ekspor-impor, eksportir dan importir  berada berjauhan secara geografis,berbeda bahasa dan sistem hukum, sehingga dalampembuatan perjanjian harus dibuktikan dan dibuat dengan
219 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, hlm. 1.
220 Ibid.
221 Ibid. hlm. 59
222 Kementrian Perdagangan RI, Petunjuk Teknis, Dekonsentrasi Bidang
Perdagangan, Jakarta, Kementerian Perdagangan RI, 2011, hlm. 57
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kontrak tertulis. Pada perjanjia ekspor-impor  berlaku asaskonsensualisme yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata,sekaligus sarat sahnya perjanjian, juga erat hubungannyadengan asas kebebasan berkontrak. Selain itu dalamperjanjian ekspor-impor  jika terjadi sengketa hukum negaramanakah yang akan dipilih oleh para pihak, hukumIndonesia ataukah hukum negara asing223 sementara diIndonesai sendiri mempunyai  Badan Abitrase NasionalIndonesia (BANI)  yang didirikan oleh KADIN (KamarDagang Industri).224 Lembaga inilah yang diharapkan dapatmenampung perkara abritase perdagangan baik antarapedagang Indonesia dan pihak asing.
2.12 Perjanjian Perdagangan Garmen sebagai Dasar
HukumDalam melaksanakan perjanjian perdagangan padaumumnya antara usaha kecil dengan usaha besar di Indo-nesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undanganyang mengatur perjanjian bagi pelaku usaha tersebut.Sekaligus sebagai dasar hukumnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,  Undang-Undang Nomor 20 Tahun2008 Tentang UMKM, Undang-Undang Nomor 25 Tahun1992 Tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor44 Tahun 1997 Tentangan Kemitraan. 225 Undang-Undang ini
223 Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid I, Bandung:
PT  Alumni, 2005, hlm. 4.
224 Ibid.
225 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan.
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lahir sebagai bentuk perlindungan hukum dan kepastianberusaha untuk memberdayakan UKM, karena UKM mem-punyai peranan yang sangat penting dalam penyerapantenaga kerja, sehingga mengurangi angka pengangguran didalam negeri.Pemerintah dalam hal ini yakin dengan ditandainyaPencanangan Gerakan Kemitraan Usaha Nasional (GKUN)pada tahun 1996. Gerakan ini yang diprakarsai  oleh PersidenSoeharto sebagai sebuah upaya strategis. Setahun kemudianpemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44Tahun 1997 Tentang Kemitraan, ketika itu peraturan inimerupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 9Tahun 1995 Tentang UKM.Kerjasama kemitraan antar pelaku usaha dengan polaperdagangan umum bisa dilakukan dalam bentuk kerjasamadalam pemasaran, penyediaan lokasi kerja, atau penerimaanpasokan usaha kecil  dan menengah oleh usaha besar  yangdilakukan secara transparan.226Selain undang-undang tersebut sebagai landasnyuridisnya untuk mendirikan usaha atau  pendirianperusahaan, pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang LaranganPraktek Monopoli dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat.Undang-undang ini untuk mengantisipasi terjadinya
226  Lihat pasal 30 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, hlm.
23.
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persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan antarapelaku usaha. Kemudian juga ditunjang dengandikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).Beberapa landasan hukum  yang cukup kuat untuk me-majukan UKM di Indonesia agar bisa  mandiri dan berdayasaing di pasar nasional dan internasional, maka dengan caraperjanjian kerjasama antar para pelaku usaha ini perludikembangkan di Indonesia adalah bentuk atau wujud daridemokrasi ekonomi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun untuk pemasaran usahanya,seluruh penghasilan dari usahanya wajib dikenakan pajak.Bagi wajib pajak UKM diberikan fasilitas pengurangan tarifsebesar 50%. Fasilitas ini diatur dalam Undang-undangNomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghaslan (PPh) ,bahkan peraturan ini beberapa kali mengalami perubahan.227Perjanjian perdagangan antar pelaku usaha ini bisa jugadalam bentuk kemitraan dengan pola intiplasma, subkontrak,waralaba, perdagangan umum, distribusi keagenan, dandalam usaha patungan (joint venture) dan penyumberluasan(outshorching).228Perjanjian perdagangan antara pelaku usaha kecil danusaha besar dalam membuat perjanjian tersebut dapat
227 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Jakarta:
Penerbit PT  Grasindo, 2009.
228 Lihat Pasal 26-37 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang  UMKM, hlm.
21-25.
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dituangkan  dalam bentuk perjanjian tertulis melalui AktaNotaris yang dapat memberikan bimbingan dan pengarahanbagi para pihak  yang melakukan perjanjian. Sebagaimanayang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata dengan prinsipkebebasan berkontrak, dimana para pihak dapat mengaturapapun dalam kontrak, sebatas yang tidak dilarang olehundang-undang atau kepatutan.229 Perjanjian ini harusmemenuhi sarat sahnya perjanjian yang dimuat dalam pasal1338 KUHPerdata yaitu syarat obyektif dan sarat  subyektif.Konsensualisme atau consensus (kesepakatan dengankesepakatan yang dimaksudkan, bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkuran tercapai suatu persesuaiankehendak sedangkan yang terdapat dalam pasal 1338 ayat(1), bahwa para pihak diperbolehkan membuat perjanjianapa saja dan akan mengikat kedua belah pihak sebagaimanamengikatnya undang-undang.Menurut Subekti, bahwa asas konsensualisme itudisimpulkan dari pasal 1320 KUHPerdata sudah cukupapabila sudah dicapai sepakat (consensus).230 Asaskonsensualisme ini adalah merupakan asas kepastianhukum.Prinsip kebebasan berkontrak dalam penerapan kontrakbanyak terjadi terutama dalam bisnis perdagangan, danpraktek tersebut banyak didominasi oleh pelaku usaha.
229 Subekti.op.cit.hlm. 6.
230  Ibid  hlm. 5.
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Dimana pengaturannya sendiri dibuat oleh para pihakdituangkan dalam kontrak tersebut. Pengaturan dalamkontrak tersebut sama kekuatannya dengan ketentuanundang–undangPara pihak dapat mengatur apapun dalam kontrak,sebatas yang tidak dilarang oleh undang-undangyurisprudensi atau kepatutan.231 Jadi yang dimaksud denganasas kebebasan berkontrak adalah ‘suatu asas dimana parapihak bebas membuat kontrak dan mengatur isi kontraktersebut sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:2321. Memenuhi syarat sebagai kontrak.2. Tidak dilarang oleh undang-undang.3. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.4. Sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikadbaik.Dalam perjanjian perdagangan garmen, antar pelakuusaha, para pihak biasanya menggunakan prinsip kebebasanBerkontrak, sehingga harus memenuhi syarat sebagaikontrak, agar suatu kontrak oleh hukum dianggap sah,mengikat kedua belah pihak, maka kontrak tersebut harusmemenuhi syarat-syarat sebagai berikut:1. Syarat sah umum terdiri dari:a.  Syarat sah umum berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata.
231  Salim H.S., Hukum Kontrak, Bandung: PT Aditya Bakti, 2007, hlm. 77.
232  Ibid, hlm 33 – 34.
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b.  Syarat sah umum Pasal 1338-1339 KUH Perdata.2. Syarat  sah yang khusus terdiri dari:a. Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu.b. Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu.c.  Syarat akte pejabat tertentu (yang bukan notaris)untuk kontrak-kontrak tertentu.d.  Syarat izin dari yang berwenang.Maksud tidak dilarang oleh undang-undang, artinyatidak bertentangan dengan ketentuan perundang- undanganyang berlaku dalam pasal 1339 KUHPerdata menentukanbahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat terhadap isi darikontrak tersebut, melainkan mengikat dengan hal-hal yangmerupakan kebiasaan.Dalam membuat perjanjian, khususnya perjanjian per-dagangan, para pihak atau pelaku usaha dapat menentukanisi perjanjian  sepanjang kontrak tersebut dilaksanakandengan itikad baik. Menurut pasal 1338 ayat (3) KUHPerdatasuatu kontrak haruslah dilaksanakan dengan itikad baik, yangdigunakan dalam pelaksanaan dari suatu kontrak;233sedangkan dalam hal pembuatan suatu kontrak itikad baikyang digunakan dalam pelaksanaan dari suatu kontrak.234Sedangkan dalam hal pembuatan suatu kontrak itikad baiksudah tercakup dalam klausula dari pasal 1320 KUHPerdata.Dengan demikian suatu kontrak asal memenuhi pasal 1320
233  Subekti, KUHPerdata, Op. Cit.,  hlm. 342.
234  Ibid
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KUHPerdata dan kontrak tersebut dibuat dengan itikad baik.Demikian asas kebebasan berkontrak ini merupakan refleksidari sistem  terbuka (open system) dari hukum kontrak ter-sebut. Sedangkan dasar hukum dari semua perjanjian antarpelaku usaha tersebut. Dasar hukumnya menggunakan asaskebebasan berkontrak pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata,bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlakusebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.235Para pihak diberi kebebasan untuk memiliki hukumnya,hukum mana yang digunakan sebagai dasar dari kontrakperjanjian yang dibuat.
2.13  Produk Impor dalam Perjanjian Perdagangan
GarmenBarang impor adalah barang yang masuk ke dalampabeanan, barang-barang impor hanya dapat dimasukan kewilayah pabean  Indonesia apabila ada Laporan KebenaranPemerikasaan (LKP) yang diterbitkan oleh surveyor yangditetapkan oleh pemerintah. Laporan kebenaran pemerik-saan yang dilakukan oleh surveyor di negara (tempat) asalbarang impor.236 Demikian juga impor hanya dapatdilakukan oleh importir yang memiliki API. Sedangkanproduk  yang boleh dimpor ke dalam negeri adalah jenis
235 Lihat pasal 1338 ayat (1), (2) dan (3) KUHPerdata
236 Lihat Inpres Nomor 4 Tahun 1985 Tentang Kebijaksanaan Kelancaran Arus
Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi, Jakarta: ELNUSA, 2003, hlm. 3.
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produk tertentu sebagaimana  yang dimuat dalam pasal 1Permendag Nomor 44 /M-DAG/PER/10/2008 TentangKetentuan Impor Produk Tertentu. Produk-produk yangterkena  ketentuan impor berdasarkan peraturan menteriini yang  meliputi, pakaian jadi, mainan anak-anak, alas kaki,dan produk  makanan dan minuman.237Masuknya produk impor garmen ke dalam negeri ahir-ahir ini semakin melemahkan pelaku usaha  kecil dalammemperdagangkan produknya di pasar domestik. Gunamenaikan posisi tawar produk lokal maka pemerintahseharusnya mengambil sikap melindungi produk lokaldengan cara mengkampanyekan produk dalam negeri kemasyarakat, memberikan  pendidikan dan pemberdayaankonsumen, dan memberikan advokasi kepada UKM  yangmerasa dirugikan oleh mitra usahanya dalam perdaganganyang tidak jujur dan sehat.Perdagangan yang berkeadilan perlu dikampanyekan dimasyarakat untuk menekan atas gempuran masuknyaproduk impor dan dengan menggunakan cara inilah yangbaru-baru ini dilakukan oleh Forum Fair Trade Indonesia(FFTI) di Denpasar.238 Agar masyarakat sadar untukmenggunakan produk dalam negerinya.
237 Lihat Permandagri Nomor 44 /M/DAG/PER/2008 Tentang Ketentuan Impor
Produk Tertentu, hlm. 2.
238 Komunitas FFTI,  Suarakan Perdagangan Berkeadilan Untuk Indonesia,
Denpasar WFTO, 2010, hlm. 1.
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Dalam meninkatkan daya saing Indonesia pemerintahharus memberikan dukungan, perlindungan danpengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakankepada pelaku usaha ekonomi rakyat. Mendorong dalambentuk kerjasama perdagangan antara UKM dengan usahabesar, antara UKM dengan BUMN untuk mencapai tujuanperekonomian nasional.Bentuk kerjasama dalam perdagangan yang serasi ininiscaya dapat meningkatkan daya saing  produk lokalterhadap produk import. Selain itu juga dapat meningkatkandaerah perekonomian, memperluas lapangan kerja,pemerataan pembangunan, serta meningkatkan taraf hidupmasyarakat.  Karena UKM sebagai pilar utama dalamperekonomian nasional.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKMmemberikan kewenangan kepada lembaga-lembagakeuangan untuk memberikan atau meminjamkan modalnyakepada usaha kecil dalam mengembangkan usahanya dalambisnis  perdagangan. Pembinaan terhadap UKM bisa berupa:pendidikan, pelatihan, penelitian, pengkajian, danpemagangan.Masuknya berbagai jenis produk garmen impor keIndonesia menandakan lemahnya pengawasan daripemerintah. Dalam hal ini tiga instansi pemerintah (BeaCukai, Disperindag, Kepolisian) berkoordinasi untukmencegah masuknya produk-produk impor dengan harga
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yang sangat murah dan diduga sebagian produk impordengan harga yang tidak wajar ini adalah produk imporkadaluarsa atau produk impor bekas.  Untuk menanggulangimembanjirnya produk impor tersebut,  salah satu jalankeluarnya adalah dengan meningkatkan daya saing produkdalam negeri dengan cara melakukan  efisiensi di dalam segalabidang.Sejalan dengan upaya  peningkatan daya saing produkyang dimaksud, perlu adanya perlindungan atas produkdalam negeri, dan tindakan perlindungan produk dalamnegeri terhadap arus  barang impor yang lazimnya dilakukandengan pemberlakukan tarif bea masuk.Dalam hal ini ironisnya pemerintah mengaku terlambatmenanggulangi serbuan produk impor dalam kerangkaperdagangan bebas, padahal Negara-negara lain sudah siapdengan kebijakannya sebelum perdagangana bebas dimulaidengan menyiapkan kebijakan non tarif.Upaya pemerintah untuk menghadang produk imporbisa juga dengan memberlakukan penetapan tariff biayamasuk yang tinggi terhadap produk impor guna  melindungiproduk dalam negeri dan konsumen, dan pengenaan inidilakukan dengan  instrument hukum.Melalui peraturan pemerintah paket 06 Mei 1986 ataudisingkat PAKEM merupakan salah satu kebijakanpemerintah dalam upaya  menyederhanakan peraturan
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(deregulasi) di bidang ekspor dan impor. Satu lagi perangkathukum melalui INPRES Nomor 4 Tahun 1985 TentangKebijaksanaan Mengatur Kelancaran Arus Lalu Lintas BarangAntar Pulau, Ekspor dan Impor, yaitu  yang berisikanmengenai tata laksana ekspor dan impor.Sebenarnya melalui dua peraturan ini saja pember-l-kuan bagi importir di Indonesia dengan perangkat hukumtersebut sudah bisa  untuk menghambat atau menghadangmasuknya produk impor ke pasar dalam negeri. Namunimplementasi di lapangan berbeda, sehingga keluhan-keluhanbagi pelaku usaha dalam negeri semakin bertambah danmenghendaki pemerintah memberikan perlindunganterhadap produk dalam negeri yang berpihak kepada pelakuUKM dari serbuan produk Luar negeri.
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3.1 Kesimpulan1. Peningkatan daya saing UKM adalah dengan cara mem-perkuat permodalan, manajemen, sumber daya manu-sia (SDM), ilmu pengetahuan dan teknologi, pemasaran,dan kualitas produk. Hal ini penting mendapatkan per-hatian, agar produk UKM dalam negeri dapat bersaingdengan produk impor yang masuk ke Indonesia denganharga jual yang relatif lebih murah dari produk lokal.2. Fungsi perjanjian kerjasama antara UKM dengan MitraUsaha adalah untuk meningkatkan daya saing UKMdengan tujuan kerjasama ini diharapkan dapat mem-bantu UKM secara adil dan saling menguntungkan, tidakmerugikan satu sama lain.3. Perspektif peningkatan daya saing dan pengembanganadalah dengan kebijakan dan insetif pemerintah antaralain, dengan mempermudah UKM untuk memperolehdana pengembangan bagi yang membutuhkannya.
Bab 3
Kesimpulan dan Saran
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Untuk meningkatkan daya saing UKM dari dibutuhkantiga strategi, yaitu keunggulan dari segi biaya (cost
leadership), produk yang unik (differentiation), danfokus (competitiveness strategi). Tiga strategidiharapkan dapat meningkatkan daya saingnya dandapat tampil dalam persaingan.
3.2 Saran1. Pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi programkerjasama UKM dengan Usaha Besar melalui diskusi,seminar-seminar, atau dengan cara mengundangkelompok usaha besar untuk menyadarkan bahwapentingnya sinergi antara UKM dan usaha besar dalammengembangkan usaha, apalagi dengan masuknyaproduk impor ke dalam negeri yang akan memacu parapelaku usaha untuk meningkatkan daya saingproduknya.   Salah satu cara untuk melindungi produklokal dengan mengkampanyekan ke masyarakat untukmenggunakan produk dalam negeri sendiri. Pemerintahjuga harus memprioritaskan UKM dalam memberikanbantuan permodalan guna meningkatkan daya saingusahanya, mendorong lembaga penjaminan kreditpermodalan, serta memberi kemudahan dalammemberikan perijinan.2. Perlu adanya aturan yang mengatur mekanisme pasar.Hal ini penting guna mengantisipasi terjadinya per-
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saingan yang tidak sehat antar sesama pelaku usahasejenis dan agar tercipta persaingan yang sehat antarpelaku usaha internal maupun eksternal. Pemerintahperlu membuat langkah strategis dalam meningkatkandaya saing UKM dengan cara penataan kawasan industri,pembenahan infrastruktur dan energi, insentif pajak,perluasan akses pembiayaan dan pengurangan bungakredit oleh lembaga pembiayaan, penyederhanaanperaturan, perbaikan pelayanan publik dan peningkatansumber daya manusia (keahlian tenaga kerja)3. Pemerintah perlu membuatkan Bank UKM yang khususuntuk menangani UKM dan  fungsinya untuk memberipinjaman permodalan bagi UKM  dengan bungaringanserta dibentuk lembaga (departemen) khusus yangmenangani bidang permodalan, pemasaran, sumberdaya manusia, pelatihan manajemen yang terintegrasiantar depar-temen lainnya, dan saling terintegrasi daripusat ke daerah.
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